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Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencanauntuk Tahun Anggaran 2025, sesuai Pedoman
Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi
tanggungjawab manajemen Dinas Permberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan

Keluarga Berencana.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara

akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan

dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Purwodadi, 24 Februari 2026

embina Utama Muda
NIP. 19680429 199001 2 001




KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas Kinerja
pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2025. Laporan Kinerja ini merupakan
tahun ke-5 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan Keluarga BerencanaTahun 2021-2026. Penyusunan Laporan
Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga
BerencanaTahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang
berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban
kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja
setiap unit organisasi di lingkungan Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat. Kinerja Dinas
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana diukur atas
dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan
pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam
Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga
BerencanaTahun 2025.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukan capaian sesuai target.
Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh
komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara,
masyarakat, dunia usaha dan civil society sebagai bagian integral dari pembaharuan
sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga BerencanaTahun
2025 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan
efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di

lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga
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Berencanapada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja
Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan Good Governance dan

Clean Government.

Purwodadi, 24 Februari 2026
o Ia DP3AKB

=

embina Utama Muda
NIP. 19680429 199001 2 001
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna,
berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No.
29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban
suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencanaselaku unsur
pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan
kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai
sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi
masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat
daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan
keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan
Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan
harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan
penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga
penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya
guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal
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tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana Kabupaten Grobogan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan
Tahun 2025 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja
tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada
perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2021
tentangKedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas

Jabatan dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak

dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan, DP3AKB mempunyai tugas

pokok : melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan asas

otonomi dan tugas pembantuan

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Pemerintah

Daerah mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

b. Pengkoordinasian, pengembangan, dan fasilitasi kegiatan di  bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian
penduduk dan keluarga berencana;

c. Pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang pemberdayaan
perempuan  dan perlindungan  anak, pengendalian penduduk  dan
keluarga berencana;

d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian
penduduk dan keluarga berencana;

e. Pengelolaan kesekretariatan dinas; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan
fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan
diatas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja yaitu Kepala Dinas sebagai
pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi/Sub Bidang.



Gambar1.1
Struktur Organisasi
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Berikut bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan.
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Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan

C. Isu Strategis Perangkat Daerah

dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya

yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar,

mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan

perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.
Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima)

tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencanaperiode 2021-2026 sebagai berikut :

1. Rendahnya partisipasi dunia usaha/swasta dalam penerapan PUG,

dan pemenuhan hak anak;

Tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak;

Tingginya kawin anak;

Belum optimalnya keberdayaan perempuan;

A R

Rendahnya pencapaian akseptor KB Methode Kontrasepsi JangkaPanjang (MKJP).
yang terdiri dari : MOP/MOW, IUD dan Implant. Sejumlah 66.898 akseptor sampai
dengan tahun 2023 atau 13.87% dariseluruh peserta/akseptor KB di Kabupaten
Grobogan, yakni 482.165 akseptor. ( Bidang KB)

6. Belum optimalnya penyelenggaraan tata Kelola dan pelayanan public

Perumusan Isu strategis pada tahun 2025 mengacu pada Renstra Dinas
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana periode 2021-
2026, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun
sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2025 sebagai berikut :

1. Bidang  Pemberdayaan  Perempuan dan  Perlindungan  Anak, isu
strategisnya adalah masih rendahnya kesetaraan gendar dan tingginya

korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;



2. Bidang  Pengendalian = Penduduk  dan = Keluarga  Berencana, isu

strategisnya  adalah  masih  tingginya  pertumbuhan  penduduk  di
Kabupaten Grobogan.

D. Landasan Hukum
Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai
berikut :
1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan
Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 42 Tahun2024 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025;
5. Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 50 Tahun 2021 tentang
Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 23 Tahun 2024 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

E. Sistematika
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kabupaten Grobogan Tahun 2025 adalah :
BAB | PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi
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SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
BAB I PERENCANAAN KINERJA
Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah.
BAB Il AKUNTABILITAS KINERJA
Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

serta Akuntabilitas Keuangan.
BAB IV  PENUTUP
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BAB I
PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
dan Keluarga BerencanaKabupaten Grobogan adalah merupakan dokumen yang
disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari
pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber
daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten
Grobogan.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan
Keluarga BerencanaKabupaten Grobogan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima
) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut
dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan
penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan Keluarga BerencanaKabupaten Grobogan dibuat pada masa
jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan
menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan
Keluarga BerencanaKabupaten Grobogan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi
dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
dan Keluarga BerencanaKabupaten Grobogan telah melalui tahapan-tahapan yang
simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026
dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga
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Berencana Kabupaten Grobogan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga BerencanaKabupaten
Grobogan dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
dan Keluarga BerencanaKabupaten Grobogan tersebut akan dijabarkan kedalam
Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan yang merupakan
dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten
Grobogan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan
pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh
Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Visi Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman

dan Berbudaya”

2. Misi
Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun
2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing
Misi 2 : Membangun Infrastruktur sesuai Potensi Daerah, Memperhatikan
Kelestarian Lingkungan dan Resiko Bencana
Misi 3 : Menguatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Unggulan Secara
Merata, Berkualitas dan Berdaya Saing
Misi 4 : Memperkuat Implementasi Nilai-Nilai Keimanan dan Budaya dalam
Kehidupan Masyarakat
Misi 5 : Memperkuat Implementasi Nilai-Nilai Keimanan dan Budaya dalam
Kehidupan Masyarakat
Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan
Anak dan Keluarga Berencanamengacu pada Misi ke-1, yaitu :

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing
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Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1

3. Tujuan dan Sasaran

(satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan
visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil
yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih
spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan
untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan
dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan
Misi Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 sebanyak 3 (tiga) tujuan dan 5 (lima)
sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut
perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga BerencanaKabupaten Grobogan sebagai
berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Kabupaten Grobogan

TARGET KINERJA PADA
NO| TUJUAN SASARAN INDICATOR TAHUN
KINERJA
2022|2024 | 2024 | 2025 | 2026
1) (2) (3) (4) G |© @] 60O
1 | Meningkatkan PUG 095 [ 09 | 0,97 | 098 | 0,99
Kesetaraan
Gender,
Perlindungan
Perempuan
dan Anak

serta Kualitas

Keluarga
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Meningkatkan
Kualitas dan
Pemberdayaan

Perempuan

Capaian  Level

APE

Mad
ya

Mad
ya

Mad
ya

Mad
ya

Mad

Yya

Persentase
Lembaga  Non
Pemerintah Aktif
melaksanakan

PUG

80

82

84

84

84

Persentase
Kontribusi
Perempuan  di
Lembaga

Pemerintah

51,2

51,4

51,6

51,7

52

1.2

Meningkatnya
Pemenuhan Hak-
Hak Anak dan
Perlindungan

Khusus Anak

Persentase
Perkawinan
dibawah

19 tahun

umur

0,070

0,069

0,067

0,064

0,061

Tingkat capaian
KLA/Indek
PUHA

Mad
ya

Mad
ya

Mad
ya

Mad
ya

Mad
ya

Persentase
Korban yang
dilayani  sesuai

standart

100

100

100

100

100
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Mengendalika Total Fertility | 2,28 | 2,25 | 2,20 | 2,18 | 2,16
n Jumlah dan Rate (TFR)
Kualitas
Penduduk
2.1 | Meningkatkan ASFR 15-19 13 (192 | 188 | 184 | 18
Kualitas
Penyelenggaraan
Keluarga
Berencana
Persentase 23 23,5 24 24,5 25
Peserta KB Aktif
MK]JP
Unmet Need 10,84 | 10,44 | 10,10 | 9,81 | 9,50
2.2 | Meningkatnya Persentase 82 83 84 85 86
Keberdayaan Anggota
Kelompok dalam | Kelompok
Pembangunan Pembangunan
Keluarga Keluarga  Aktif
(BKB;BKR;BKL;U
PPKS)
Persentase 32,5 32 31,5 31 30,5
Penurunan
Keluarga Pra
Sejahtera
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3 | Meningkatkan Nilai ~ Evaluasi
Tata  Kelola SKIP PD B B BB | BB | BB
Pemerintahan ©5) | (©8) (70) | (72) |(73,5)
yang Baik dan
Pelayanan
Publik  yang
Berkualitas.
Indeks Kepuasan| B B B B B
Masyarakat (76,7) | (77,2) | (77,7) | (78,2) | (79,7)
(IKM) PD
3.1 | Meningkatnya Nilai SAKIP
kinerja tata | OPD B B BB | BB | BB
kelola ©5) | (68) (70) | (72) |(73,5)
pemerintahan
dan kualitas
pelayanan publik
didukung
dengan
manajemen
administrasi
perkantoran
pemerintahan
yang baik.
Nilai IKM OPD B B B B B
(76,7) | (77,2) | (77,7) | (78,2) | (79,7)

Sumber : Renstra DP3AKB periode 2021-2026
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Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata

4. Indikator Kinerja Utama

pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama diLingkungan Instansi Pemerintah, Indikator
Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis
perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan
tahun 2025 adalah sebagai berikut:
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PEMERINTAH
KABUPATEN GROBOGAN

Tabel ..
Indikator Kinerja Utama

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan

1. | Meningkatkan 1.1. | Capaian Level Predikat | Difinisi: Laporan  hasil  Tim | Kemen
kuali APE Penilai PPPA
ualitas dan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) enal
pemberdayaan

merupakan  penghargaan yang
perempuan

diberikan oleh Kementerian PPPA
sebagai bentuk pengakuan atas
komitmen dan peran serta para
pimpinan Kementerian / Lembaga
/ Pemerintah Propinsi / Kab / Kota
dalam upaya mewujudkan
kesetaraan gender dan
pemberdayaan perempuan dalam

berbagai bidang pembangunan.
Tujuan :

Untuk mempercepat perwujudan

kesetaraan Gender.
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/ KABUPATEN GROBOGAN

1.2.

Persentase Lem-
baga Penyedia
Layanan Pening-
katan Kualitas
Keluarga yang
Aktif dlm Mewu-
judkan Kesetaraan

Gender

%

Difinisi :

Lembaga Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas Keluarga
adalah lembaga milik pemerintah
atau masyarakat yang melakukan
upaya peningkatan Kualitas
Keluarga baik dalam pelaksanaan
kebijakan, kegiatan, maupun
administrasi dalam

penyelenggaraan layanan.
Tujuan :

Untuk meningkatan kesetaraan

gender di lembaga pemerintah.

Y Lembaga penyedia

layanan peningkatan
kualitas keluarga yang
aktif dalam mewujudkan

Kesetaraan Gender.

X100

Y. Lembaga penyedia

layanan peningkatan

kualitas keluarga

Bidang PP

1.3 | Kontribusi % Difinisi : >  Perempuan yang| Bidang PP

P duduki jabatan di

erempuan Peran perempuan dalam lembaga menduduid jabatan &t

dilembaga . lembaga pemerintah
pemerintah

pemerintah X100
Tujuan : Y  Perempuan yang
Untuk mengukur  keberdayaan | bekerja dilembaga
perempuan dalam proses pemerintah
pengambilan keputusan dan
sumbangan pendapatan.

Meningkatnya 2.1 | Persentase % Difinisi: Y Perkawinan di bawah | Bidang
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EMERINTAH

KABUPATEN GROBOGAN

Pemenuhan Hak-Hak perkawinan Pernikahan dini (early married) umur 19 tahun. PP&PA /
Anak dan dibawah umur 19 adalah pernikahan yang dilakukan X100 | Kemenag
Perlindungan Khusus tahun. oleh pasangan atau salah satu Y. Seluruh perkawinan
Anak pasangan masih dikategorikan
anak-anak atau remaja yang berusia
dibawah usia 19 tahun.
Tujuan :
Untuk memberikan perlindungan
atas hak - hak bagi korban
kekerasan thd perempuan dan anak.
2.2 |Tingkat Capaian| Skor [ Definisi: Laporan  hasil Tim| Kemen
KLA/Indeks Variabel yang dipilih untuk Penilai PPPA
PUHA

membantu dalam mengukur dan
memberikan nilai terhadap upaya

perwujudan KLA.
Tujuan :

- Meningkatkan upaya
Pemenuhan Hak Anak dan
Perlindungan Khusus Anak;

dan

- Meningkatkan sinergitas dan

kolaborasi semua pihak,

22




"| PEMERINTAH

| KABUPATEN GROBOGAN

Masyarakat, dunia usaha, media
massa, dan Anak dalam

menyelenggarakan KLA.

23

Persentase Korban
Kekerasan yang
dilayani sesuai

standart.

%

Dffinisi:

Setiap perbuatan yang dikenakan
pada seseorang semata-mata karena
dia perempuan yang berakibat atau
dapat menyebabkan
kesengsaraan/penderitaan secara
fisik, psikologis atau seksual.
Termasuk juga ancaman perbuatan
tertentu, pemaksaan atau
perampasan kemerdekaan secara
sewenang-wenang baik yang terjadi
di muka umum maupun dalam

kehidupan pribadi.
Tujuan :

Untuk memberikan perlindungan
atas hak - hak bagi korban

kekerasan thd perempuan dan anak.

>  Korban kekerasan

terhadap perempuan
yang dilayani sesuai

standar.

X100
Y Kekerasan terhadap

Perempuan.

Bidang
PP&PA

Meningkatnya
Kualitas

Penyelenggaraan

3.1

ASFR 15-19

Angka

Difinisi :

Angka Kelahiran Remaja Umur 15-

Y. Kelahiran pada
kelompok umur 15-19 th.
x 1.000

Bidang
P4KB
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EMERINTAH

KABUPATEN GROBOGAN

Keluarga Berencana

19 Tahun (Age Specific Fertility
Rate/ ASFR 15-19) adalah
banyaknya kelahiran pada
perempuan kelompok umur 15-19
tahun pada satu periode per 1000
penduduk perempuan pada
kelompok umur yang sama pada

pertengahan periode yang sama.
Tujuan :

Analisis hasil perhitungan untuk
mendapatkan pemahaman tentang
tingkat kelahiran pada kelompok
usia remaja perempuan (15-19

tahun).

Y Perempuan pd
kelompok umur 15-19 th.

3.2

Persentase Peserta

KB Aktif MKJP

%

Difinisi :
Peserta KB aktif MKJP adalah PUS
yang saat ini menggunakan salah

satu alat/cara kontrasepsi, yang

terdiri dari MOW, MOP, IUD, atau

implant, tanpa diselingi kehamilan.

Tujuan :

Untuk mengukur tingkat kesertaan

Y. Peserta KB Aktif MKJP
X100
Y Peserta KB MK]JP

Bidang
P4KB
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ber-KB dari seluruh Pasangan Usia

Subur (PUS)

3.3 | Unmet Need % Difinisi : Y. PUS yang Ingin Ber-KB | Bidang
tapi Tidak Mendapat | PAKB
Akses.

Unmet Need adalah kebutuhan

ber-KB yang tidak terpenuhi,

X100
merupakan persentase perempuan

Y. PUS yang Ingin Ber-
KB) x 100

kawin yang tidak ingin memiliki
anak lagi atau ingin menjarangkan
kelahiran tetapi tidak memakai

kontrasepsi.
Tujuan :

Indikator ini dapat membantu
dalam upaya pengendalian PUS
yang tidak ber-KB tetapi berpotensi
terjadi kehamilan yang tidak
dikehendaki serta mengetahui
peluang terhadap tingginya angka
kematian ibu, akibat kehamilan

yang tidak diinginkan

4 | Meningkatnya 41 | Persentase % Difinisi : Y. Anggota Poktan Aktif |Bidang KKK

keberd ta kel k - X100 |DP3AKB
eberdayaan anggota kelompo Bina Keluarga Balita (BKB), Bina

kelompok dalam pembangunan Keluarga Remaja (BKR), Bina

Y Selurh anggota Poktan.

pembangunan Keluarga aktif
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e,
|
]
/

keluarga. ( BKB,BKR,BKL Keluarga Lansia (BKL) adalah
dan UPPKS) proses pendidikan dan informasi
yang ditujukan untuk

meningkatkan pemahaman
masyarakat tentang pentingnya
peran dan fungsi keluarga dalam
membentuk individu yang sehat,

harmonis, dan berkualitas.
Tujuan :

Indikator ini menjukkan tingkat
kesadaran dan pemahaman
masyarakat tentang pentingnya
peran dan fungsi keluarga dalam

pengembangan SDM Masyarakat

4.2 | Persentase % Difinisi : Y Keluarga Pra Sejahtera | Bidang KKK
Penurunan . . tingkat Kabupaten. DP3AKB
Keluarga pra sejahtera yaitu
Keluarga Pra — X100

keluarga yang belum dapat

Sejahtera Y Seluruh Keluarga

memenuhi kebutuhan dasarnya
Tingkat Kabupaten.
(basic needs) secara minimal, seperti fhgkat Rabupaten
kebutuhan akan pangan, sandang,

papan, kesehatan, dan pendidikan.

Tujuan :
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Untuk mengetahui perkembangan

tahapan keluarga pra sejahtera

5 [ Meningkatnya kinerja | 5.1 [Nilai evaluasi Skor | Difinisi: Pelaksanaan Evaluasi Sekertariat
tata kelol SAKIP PD berped da Per- |DP3AKB
ata kelota Akuntabilitas kinerja merupakan crpecomian pada e
pemerintahan dan . aturan Menteri PAN dan
salah satu dari delapan program
kualitas pelayanan RB No. 12 tahun 2015

yang wajib dijalankan dalam Refor-

publik didukung tentang Pedoman Eva-

masi Birokrasi Internal (RBI). Pene-

dengan manajemen uasi atas Implementasi

rapan akuntabilitas kinerja pada

administrasi . . . Sistem Akuntabilitas
seluruh instansi pemerintah

perkantoran Kinerja Instansi Peme

didasarkan pada Peraturan Presiden
pemerintahan yang No. 29 Ta.2014 Tentang Sistem rintah.
baik Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP). Penerapan
akuntabilitas dilakukan mulai dari
perencanaan (rencana strategis dan
perjanjian kinerja), pengukuran
kinerja, pengelolaan kinerja,
pelaporan kinerja, reviu dan

evaluasi kinerja.
Tujuan :

Tujuan dari evaluasi ini adalah

untuk menilai tingkat akuntabilitas

atau pertanggungjawaban atas hasil

27




" PEMERINTAH

/ KABUPATEN GROBOGAN

(outcome) terhadap penggunaan
anggaran dalam rangka Terwujud-
nya pemerintahan yang berorientasi

kepada hasil.

52

Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
Perangkat Daerah

Skor

Difinisi : Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) adalah data dan
informasi tentang tingkat
kepuasaan masyarakat yang
diperoleh dari hasil pengukuran
secara kuantitatif dan kualitatif atas
pendapat masyarakat dalam
memperoleh pelayanan dari
aparatur penyelenggara pelayanan
publik dengan membandingkan

antara harapan dan kebutuhannya..

Tujuan : Untuk mengetahui tingkat
kepuasan pelayanan melalui hasil
pendapat dan penilaian masyarakat
terhadap kinerja pelayanan yangd
iberikan oleh aparatur

penyelenggara pelayanan publik.

Metode pengolahan Nilai
IKM berpedoman pada
cara menghitung nilai
IKM sesuai
PERMENPAN Nomor :
KEP/25/M.PAN/2/2004
yaitu dihitung dengan
menggunakan “nilai
rata-rata tertimbang”
masing-masing unsur

pelayanan.

Sekertariat

DP3AKB

Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga BerencanaTahun

2025
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B. Rencana Kerja Tahun 2025

Rencana kerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan

program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat

daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2025 termuat di

dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Berikut Rencana Kerja Dinas

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga BerencanaTahun 2025 :

Tabel 2.3

Rencana Kerja Tahun 2025

BerencanaKabupaten Grobogan

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga

terhadap perempuan yang
mendapatkan pelayanan

sesuai kebutuhan korban

INDIKATOR
O TUJUAN SASARAN SAT. TARGET
KINERJA
1) @ ®) ) ®) ©
1 Meningkatkan PUG Angka 9,1
kesetaraan - -
1.1 | Meningkatkan Capaian Level APE Level Madya
gender, .
perlindungan kualitas dan Persentase lembaga Non % 85,75
Pemberdayaan Pemerintah aktip
perempuan  dan
perempuan melaksanakan PUG
anak serta
kualitas keluarga Kontribusi perempuan % 61,74
dilembaga pemerintah
1.2 | Meningkatnya Persentase perkawinan % 0.16
pemenuhan hak-hak | dibawah umur 19 tahun
anak dan Tingkat capaian Level Madya
perlindungan khusus | K1.A/Indeks PUHA
anak Persentase korban kekerasan % 100
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2 | Mengendalikan TFR Angka 2.03
jumlah dan 2.1 | Meningkatnya ASFR 15-19 % 18
Kualitas Kualitas
penduduk Penvelensaaraan Persentase Peserta KB Aktip % 24.95

veiengs MKJP
Keluarga berencana
Unmet Need % 9.21
2.2 | Meningkatnya Persentase anggota % 8,5
keberdayaan kelompok pembangunan
kelompok dalam | Keluarga aktif
pembangunan Persentase penurunan % 31.25
keluarga keluarga Pra Sejahtera

3 | Meningkatkan Nilai evaluasi SAKIP PD Skor BB (76)
Tata Kelola
Pemerintahan

) Indeks Kepuasan Skor B (77.80)
yang Baik dan
Masyarakat (IKM)
Pelayanan Publik
) Perangkat Daerah
yang Berkualitas
3.1 | Meningkatnya Nilai evaluasi SAKIP PD Skor BB (76)
kinerja tata kelola
pemerintahan dan
. Indeks Kepuasan Skor B (77.80)
kualitas  pelayanan
. . Masyarakat (IKM)
publik didukung
. Perangkat Daerah
dengan manajemen
administrasi
perkantoran
pemerintahan  yang
baik

Sumber: Rencana Kerja  Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga

BerencanaKabupaten Grobogan tahun 2025

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan
sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena
merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang
diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan
dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang
terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan
dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan

tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Dinas
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Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten
Grobogan Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja)
Tahun 2025, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Pada tanggal
15 Bulan Januari tahun 2025 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga BerencanaKabupaten
Grobogan dengan uraian sebagai berikut:
Tabel ...
Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan

Keluarga BerencanaKabupaten Grobogan Tahun 2025

O TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR KINERJA SAT. | TARGET
1) @ ®) ) ®)
1 | Meningkatkan kesetaraan gender, | PUG Angka 9,1

perlindungan perempuan dan anak serta

kualitas keluarga

1.1 | Meningkatkan kualitas dan Capaian Level APE Level Madya
Pemberdayaan perempuan Persentase lembaga Non Pemerintah aktip % 85,75
melaksanakan PUG
Kontribusi perempuan dilembaga % 61,74
pemerintah
1.2 | Meningkatnya pemenuhan hak-hak | Persentase perkawinan dibawah umur 19 % 0.16

anak dan perlindungan khusus anak | tahun

Tingkat capaian KLA/Indeks PUHA Level Madya

Persentase korban kekerasan terhadap % 100
perempuan yang mendapatkan pelayanan

sesuai kebutuhan korban
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2 | Mengendalikan ~ jumlah dan Kualitas | TFR Angka 2.03
penduduk
2.1 | Meningkatnya Kualitas | ASFR 15-19 % 18
Penyelenggaraan Keluarga Persentase Peserta KB Aktip MKJP % 24.95
berencana
Unmet Need % 9.21
2.2 | Meningkatnya keberdayaan | Persentase anggota kelompok % 8,5
kelompok dalam  pembangunan | pembangunan Keluarga aktif
keluarga Persentase  penurunan  keluarga Pra % 31.25
Sejahtera
3 | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan | Nilai evaluasi SAKIP PD Skor BB (76)
yang Baik dan Pelayanan Publik yang
Berkualitas
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Skor B (77.80)
Perangkat Daerah
3.1 [ Meningkatnya kinerja tata kelola | Nilai evaluasi SAKIP PD Skor BB (76)
pemerintahan dan kualitas pelayanan
publik didukung dengan manajemen
. . Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Skor B (77.80)
administrasi perkantoran
. . Perangkat Daerah
pemerintahan yang baik
Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga

BerencanaTahun 2025

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program

dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah

ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana:
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Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan

Keluarga BerencanaTahun 2025

No Urusan/ Prograr_n[ Kegiatan/ Sub Indikator Tujuan, Sasaran,_Program, Kegiatan T ST
Kegiatan dan Sub Kegiatan
1 2 3
Pﬁletielgtase Laporan Keuangan sesuai standar akuntansi 100 % 4,447 623,000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN E " b kebutuhan ot —y—
A |PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN |-2<Pan pemenufian KEbutlinan rLin penumjang Kinefa, 4, % 2,494 561,400
perangkat daerah
[KOTA
Persentase pemenuhan dokumen penilaian risiko 100 % 104,968,000
Perencanaan, Penganggaran, dan Tepenuhinya kebutuhan rutin penunjangan
1 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah kinerja perangkat daerah. L - Lol
Penyusunan Dokumen Perencanaan
2 Perangkat Daerah (anas Pemberdayaan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 104,968,000
Perempuan dan Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana)
Administrasi Keuangan Perangkat Persentase dokumen penyelengaraan
. Daerah Administrasi Keuangan SPD - DP3AKB ULl B LI ILLL
b | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlzh Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 14 Eﬁlggl 4,447 623,000
3 Administrasi Barang Milik Daerah pada | Persentase Administrasi Barang Milik Daerah 100 % 6.400.000
Perangkat Daerah pada Perangkat Daerah T
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah
C SKPD pada SKPD 2 Laporan 6,400,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terselenggaranya Administrasi Umum di SKPD 100 % 708,778,250
d Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Jumlah Paket Komponeq Insltala5| Listrik/Penerangan 0 Paket 8,173,000
Penerangan Bangunan Kantor Bangunan Kantor vang Disediakan
e | Penvediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan b Paket 125,644,000
f Penyediaan Barang Cetakan dan Jymlgh Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang 5 Paket 57,069,250
Penggandaan Disediakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan
q - 2 Dokumen 8,400,000
Perundang-undangan Perundang-Undangan yang Disediakan
h | Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material vang Disediakan 1 Paket 64,440,000
.| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
' IKonsultasi SKPD Konsultasi SKPD 12| Laporan | 445,052,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Persentase pelaksanaan pengadaan barang
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | milik daerah Hi g N LA
.| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung .
j ) . o 8 Unit 114,322,000
Kantor atau Bangunan Lainnya Kantor atau Bangunan Lainnva yang Disediakan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan | Persentase Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah yang tersedia 4 B i
k | Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 6,960,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
| Air dan Listrik Dava Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 170,051,000
m | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumizh Laporlan Renyedlaan Jasa Pelayanan Umum 12 Laporan 626,075,000
Kantor yang Disediakan
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Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7 |Penunjang Urusan Pemerintahan Persentase Terpeliharanya Barang miliki daerah| 100 % 861,975,150
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
0 Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan 7 Unit 89,889 000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya e
Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya . .
0 |Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Jumlah Kgndaraan Dlpas Operasmpal atau Lape_mgan 5 Unit 126,452,150
" ) yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
. PemellharaanfRe.hablllta5| Gedung Kantor J_uml_ah Ged_ung K?ptor_ dan Bangunan Lainnya yang 7 Unit 580,300,000
dan Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
q |Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Jumiah Sara_na dan Prasarana_ Gedung Kaanr a_tau 3 Unit 65,334,000
Lainnya Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN Persentase lembaga penyedia layanan
B |GENDER DAN PEMBERDAYAAN peningkatan kualitas keluarga yang aktif dalam 84 % 693,405,800
PEREMPUAN mewujudkan kesetaraan gender
Pelembagaan Pengarusutamaan
8 Gender (PUG) pada lembaga Persentase partisipasi organisasi perempuan 84 % 80,000,200
Pemerintah Kewenangan dalam pengarusutamaan gender i
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi
r Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) yang 4 Dokumen 80,000,200
Kewenangan Kabupaten/Kota d
isusun
Pemberdayaan Perempuan Bidang
Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Persantase sinkronisasi kebijakan pelaksanaan
& pada Organisasi Kemasyarakatan PUG L = R
Kewenangan Kabupaten/Kota
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan
Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial |Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial 4 Dokumen 200,000,000
dan Ekonomi dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Jumlah Orgaplsam Masy.arakat yang Mendapat .A.dvokam
. S dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi -
s |Peningkatan Partisipasi Perempuan dan A " . 4 Organisasi 273,405,600
e . : Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan
Palitik, Hukum, Sosial dan Ekonomi X
Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota
Penguatan dan Pengembangan
Lembaga Penyedia layanan e .
10 e Persentase peserta yang terfasilitasi dalam PUG| 63 % 140,000,000
Kewenangan Kabupaten/Kota
Advokasi Kebijakan danIPendamplngan Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan
kepada Lembaga Penyedia Layanan
t Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat 1 Lembaga 70,000,000
Pemberdayaan Perempuan Kewenangan . .
Advokasi dan Pendampingan
Kabupaten/Kota
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan | Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi
U |Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan 2 Dokumen 70,000,000
Kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang Tersedia
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Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS Persentase korban kekerasan terhadap .
C perempuan yang mendapatkan pelayanan sesuai | 100 U 03,713,400
KELUARGA
kebutuhan korban
Peningkatan Kvalitas Keluarga dalam
Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) :
11 dan Hak Anak Tingkat Daerah Terlaksananya Penyelenqgaraan Upacara 2 | Kegiatan 63,713,400
Kabupaten/Kola
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk | Jumlah Dokumen Pengembangan Kegiatan
v [Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan | Masyarakat untuk Peningkatan Kualtas 2 Dokumen 63,713,400
Kabupaten/Kota Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM . .
D DATA GENDER DAN ANAK Persentase Data Pilah Gender yang tersedia 100 U 46,685,000
Pengumpulan, Pengolahan Analisis
dan Penyajian Data Gender dan Anak | Pesentase OPD yang mengumpulkan Data Pilah
= Dalam Kelembagaan Data di Tingkat | Gender L = R
Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Data Gender dan Anak di Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak
Y Kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang Tersedia 2 Dokumen 40,685,000
PROGRAM PERLINDUNGAN Persentase lembaga penyedia layanan
PEREMPUAN pemberdayaan perempuan 6200) % 10,200,000
[m"a;a;;igdmeggggg&" Persentase Lembaga Penyedia Layanan
240 yanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah 6200 % 10,200,000
Perfindungan Perempuan Tingkat Kabupaten
Daerah Kabupaten/Kota pa
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar
Layanan Perlindungan Perempuan Lembaga Penyedia Layanan Perfindungan Perempuan 1.00| Dokumen 10,200,000
Kewenangan Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota
E (I;EI(;(;RAM HEE e DAL Tingkat Capaian KLA [ Indeks PUHA Madya Nilai 373,771,400
Pelembagaan PHA pada embaga .
13 | Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia ;;;”e”ta’e Lembaga yang aktif dalam dalam 18 % 280,271,400
Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
N ) Jumlah Organisasi Pemerintzh, Non Pemerintah, Media
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan
Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga . .
X . . . dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada 2 Organisasi 280,271,400
Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan - . . .
. Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan
Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota ;
Dunia Usaha
Penguatan dan Pengembangan
Lembaga Penyedia Layanan Persenatase lembaga Penyedia Layanan 68 % 93,500,000
Peningkatan Kualitas Hidup Anak Korban kekerasan yang aktif o
Kewenangan Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas | Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan 7 Oran 63,500,000
Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota  |Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota g e
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar
Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak  |Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup 4 Dokumen 30,000,000

35



}I\JNR }(\}If RAM PERLINDUNGAN KHUSUS | pecontase Kekerasan terhadap Anak 0 % =
Penyediaan | ayanan Bagi Anak yang
Memerlukasn Perlindungan Khusus _
yang Memerlukan Koordinasi Tingkat
Daerah Kabupaten/ Kota.
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat | Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan ~ |Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan 0 Orang -
Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
F | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | Menurunnya angka kelahiran il % 504,404,200
Pemetaan Perkiraan Pengendalian _
15 | Penduduk Cakupan Daerah p’;ﬁ;’dﬂ%‘fgﬂ R AN 4 Laporan | 504,404,200
Kabupaten/Kota por
z | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga I(J;Eg?gaLaporan Pencatatan dan Pengumpulan Data 1 Laporan 279,600,000
a Pengolahi?n dan Pelaporan Data Jumlah ngumen Pengolahan dan Pelaporan Data 1 Dokumen 224,804 200
Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB |Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA .
G BERENCANA (KB) Cakupan peserta KB akdtif 79 % 6,012,055,800
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi,
Informasi dan Fdukasi (KIE) 5
16 Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Persentase kualitas pelaksanaan program KB 27 % 1,735,831,200
Kearifan Budaya L okal
Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi
Advokasi Program Bangga Kencana oleh Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, -
ab Pokja kepada Stakeholder dan Mitra Kerja Kependudukan, dan Keluarga 12 Organisasi 199,888,000
Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui lgumlah ?gkun;en Promcli(sildan I(]IIE(Progéan; I?(ang%a
ac |Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media | -oncana (Pembangunan Reluarga, kependuduian, dan 1 Dokumen 174,327,000
Luar Ruan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan
g Elektronik serta Media Luar Ruang
Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program
Pelaksanaan Mekanisme Operasional E:nggguﬁﬁf:r?ad(;ne?(ﬁ32??“ Keluarga,
ad |Program KKBPK Melalui Rakorcam, Rakordes, P I' Iui g dinasi 1 Laporan 286,710,000
dan Minilok Berencana) Melalui Rapat_l(oo.r inasi Kecamatan o
(Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini
Lokakarya (Minilok)
Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai |Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana
ae Penyuluhan KKBPK (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga ! Laporan 966,036,000
Berencana)
af | Pengendalian Program KKBPK Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK i Laporan 108,870,200
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Persentase keluarga yang berpartisipasi dalam
£z KB/Petugas Lapangan KB (PKP/PLKB) | POKTAN i i BRGEEEALD
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Jumlah kader yang mengikuti penggerakan Kader
% Ipedesaan (IMP) Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 400 orang 840,000,000
Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan
Pengerakan, Pelayanan, dan Pengembangan |Penyuluhan, Pengerakan, Pelayanan, dan
ah |Program Bangga Kencana untuk Petugas Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas 12 Laporan 200,995,000
Keluarga Berencana/penyuluh Lapangan Keluarga Berencana/penyuluh Lapangan Keluarga
Keluarga berencana (PKP/PLKB) berencana (PKP/PLKB})
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Pengendalian dan Pendistribusian Pesentase kualitas Pengendalian dan
18 Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi | Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat 84 % 2219,629,600
serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Kontrasapsi serfa Pelaksanaan Pelayanan KB di e
Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat | Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan
. |Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan |Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB
" |KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan |ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan 10 Laporan 80,700,000
dan Jejaringnya Jejaringnya
. | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode | Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan
g Kontrasepsi Jangka Panjang (MKIP) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKIP) 4034 Orang 2,129,929,600
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga
ak |dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas 3 Laporan 9,000,000
Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya |Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran
serta Organisasi Kemasyarakatan ..
19 | Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam d’;‘:’,fn‘:” t‘”‘"bge’ ‘;‘;a ‘:’Tg“,’:’ﬁ“ kemasyarakatan 86 % 1,015,600,000
Pelaksanaan Pelayanan dan pembang ga
Pembinaan Kesertaan Ber-KB
Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan
a KKBPK di Kampung KB Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di 68 Kampung 1,010,200,000
Kampung KB
am Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Jumlah .Dokumen hasil Integrasi Pembangunan Lintas 1 Dokumen 5,400,000
Kampung KB Sektor di Kampung KB
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
Cakupan PUS peserta KB Anggota Poktan (
H |PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA BKB, BKR, BKL,PPPKS ). 90 U 7,652,055,000
(KSI) ksa bha |
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga
20 |melalui Pembinaan Ketahanan dan Cakupan pengetahuan tentang pengolahan 85 % 339,340,000
. pangan
Kesejahteraan Keluarga
Kiigﬁ:g:sn d:)srligsaek:#tlgsgnkll((;agrtag (BKB Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan
an ) g " |Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R 25 Unit 300,000,000
BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Ekonomi Keluarga/UPPKS) ¥ 9
Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Jumlah Laporan Hasil Qrientasi dan Pelatihan Teknis
20 Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, |Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, i Laporan 10,580,000
BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan |BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi P o
Ekonomi Keluarga/UPPKS) Keluarga/UPPKS)
Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Jumlah laporan hasil Pengelolaan Ketahanan Keluarga
P |pysat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)  |Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) 10 Laporan 19,760,000
Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola | Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader)
dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, 360 Oran
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi 9
PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi  |Keluarga/UPPKS)

37



Pelaksanaan dan Peningkatan Peran
Serta Organisasi Kemasyarakatan
Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Persentase peran organisasi kemasyarakatan
2L dalam Pembangunan Keluarga Melalui |dalam pembangunan keluarga &L g TR UL
Pembinaan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga
Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi . .
Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan
Kemasyarakatan dalam Penggerakan L
: ) Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan
Operasional Pembinaan Program Ketahanan . .
80 | 42 Keseiahteraan Keluaraa (BKB, BKR, BKL Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan 10 Laporan 226,715,000
) g » DR, BRL | acefahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R
PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Keluarga/UPPKS) ¥ g
Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Jumlah Laporan Pemantauan Data dan Informasi
Berisiko Stunting (Termasuk Remaja, Calon  |Keluarga Berisiko Stunting ( Termasuk Remaja, Calon
ar Pengantin/Calon PUS, Tbu Hamil, Pasca Pengantin/Calon PUS, Thu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, 10 Laporan 3,360,000,000
Salin/Kelahiran, Baduta/Balita) Baduta/Balita)
Pendampingan Kgluarga Berisiko St.untlng Jumlah Laporan Pendapingan Keluarga Berisiko Stunting
(Termasuk Remaja, Calon Pengantin/Calon . .
as y . . (Termasuk Remaja, Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu 10 Laporan 3696000000
PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, A . . .
. Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)
Baduta/Balita)
Pelaks_ana_an Peningkatan Kapasitas Mitra dan Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas
Organisasi Kemasyarakatan dalam ] o n
Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan
Pengelolaan Program Ketahanan dan . .
at . Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, 1 Organisasi 30000000
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, .
, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi
PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Keluarga/UPPKS) 9
$ 22,403,443,000

sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi

sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;

2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran

(perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);

3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses

pencapaian tujuan dan sasaran.

4. Pada tanggal 3 bulan September

tahun 2025 dilaksanakan Perubahan

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dikarenakan Perubahan dalam strategi yang

mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan

dan alokasi anggaran);dengan uraian target kinerja sebagai berikut :
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Tabel ....

Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan

Anak dan Keluarga BerencanaKabupaten Grobogan Tahun 2025

Target Taeget
NO TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR KINERJA
Penetapan. | Perubahan
1) @ ®) @) ®)
1 | Meningkatkan kesetaraan gender, | PUG Angka 9,1
perlindungan perempuan dan anak serta
kualitas keluarga
1.1 | Meningkatkan kualitas dan Capaian Level APE Madya Madya
Pemberdayaan perempuan Persentase lembaga Non Pemerintah | 85,75 85,75
aktip melaksanakan PUG
Kontribusi ~ perempuan  dilembaga 61,74 61,74
pemerintah
1.2 | Meningkatnya pemenuhan hak-hak | Persentase perkawinan dibawah umur 0.16 0.16
anak dan perlindungan khusus anak | 19 tahun
Tingkat capaian KLA/Indeks PUHA Madya Madya
Persentase korban kekerasan terhadap 100 100
perempuan yang mendapatkan
pelayanan sesuai kebutuhan korban
2 | Mengendalikan ~ jumlah dan Kualitas | TFR 2.03 2.03
penduduk
2.1 | Meningkatnya Kualitas ASFR 15-19 18 18
Penyelenggaraan Keluarga Persentase Peserta KB Aktip MKJP 24.95 24.95
berencana
Unmet Need 9.21 9.21
2.2 | Meningkatnya keberdayaan Persentase anggota kelompok 85 85
kelompok dalam pembangunan pembangunan Keluarga aktif
keluarga Persentase penurunan keluarga Pra 31.25 31.25

Sejahtera
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3 | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan | Nilai evaluasi SAKIP PD Bb (76) BB (76)
yang Baik dan Pelayanan Publik yang
Berkualitas
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) B(77,80) B (77.80)
Perangkat Daerah
3.1 | Meningkatnya kinerja tata kelola | Nilai evaluasi SAKIP PD BB (76) BB (76)
pemerintahan dan kualitas pelayanan
publik didukung dengan manajemen
. . Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) B(77,80) B (77.80)
administrasi perkantoran
. . Perangkat Daerah
pemerintahan yang baik

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

dan Keluarga BerencanaTahun 2025

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel ....

Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak dan Keluarga BerencanaTahun 2025

NO| PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET  |ANGGARAN
1 2 3 4 5 b
Meningkatnya Kinerja dan Tata 100 % 4,326,045,000
Kelola Pemerintahan dan Kualitas
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pelayanan Publik di dukung 100 % 2,565,871,650
A |PEMERINTAHAN DAERAH dengan Manajemen Administrasi
KABUPATEN /KOTA perkantoran Pemerintahan yang 100 % 51,460,000
Baik
1|Perencanaan, Penganggaran, dan (Tepenuhinya kebutuhan rutin 100 % 51,460,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |penunjangan kinerja perangkat
a | Penyusunan Dokumen Perencanaan Tersusunnya Dokumen Perencanaan 1 Dokumen 51,460,000
Perangkat Daerah (Dinas Pemberdayaan |perangkat Daerah
Perempuan dan Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana)
2| Administrasi Keuangan Perangkat | Tersusunnya dokumen 100 % 4,326,045,000
Daerah penyelengaraan Administrasi
b | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN 14 orang/ 4,326,045,000
bulan
3 | Administrasi Barang Milik Daerah | Terselengaraan Administrasi 100 % 6,400,000
pada Perangkat Daerah Barang Milik Daerah pada
¢ | Penatausahaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Penatausahaan Barang 2 Laporan 6,400,000
pada SKPD Milik Daerah pada SKPD
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Administrasi Umum Perangkat

Daerah 100 % 530,198,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ 10 Paket 8,173,000
Penerangan Bangunan Kantor Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor 6 Paket 119,240,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya Barang Cetakan dan 5 Paket 46,072,000
Penggandaan Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya Bahan bacaan dan ) Dokumen 8,400,000
Peraturan Perundang-undangan Peraturan Perundang - undangan
. . Terpenuhinya kebutuhan
Penyediaan Bahan/Material Bahan/Materia 1 Paket 46,265,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan | Terlaksananya Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD Konsultasi SKPD 12| Laporan 302,048,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Terlaksananvan pendadaan
Penunjang Urusan Pemerintah 'aflyan peng 00 | % 181,460,250
) barang milik daerah
Penqadaan Sarana dan Prasarana Terlaksananya Pengadaan Sarana dan
g . Prasarana Gedung Kantor atau 8 Unit 181,460,250
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya .
Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Tersedianya Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 503,086,000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselenggaranya kegiatan surat 12 Laporan 6,960,000
menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik 12 Laporan 170,051,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Tersediannya Jasa Pelayanan Umum 12 Laporan 626,075,000
Kantor Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terselenagaranva pemeliharaan
Penunjang Urusan Pemerintahan ggaranya pe 100 | % 1,048,727,400
Daerah Barang Milik Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya | Terbayarnya Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan .
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas |Kendaraan Dinas Operasional atau 2 Unit 95,576,850
Jabatan Lapangan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya | Terbayarnya Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan .
Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Operasional atau > Unit 156,277,550
Lapandan Lapandan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi .
Kantor dan Bangunan Lainnya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2 Unit 731,539,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi
Prasarana Gedung Kantor atau Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 3 Unit 65,334,000

Bangunan Lainnya

atau Bangunan Lainnya
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PROGRAM PENGARUSUTAMAAN IMe"i"gkat"."a :faTaba?(a pl‘.’t';"edia
B |GENDER DAN PEMBERDAYAAN | 2Y2nan peningkatan Kualitas 84 % 515,653,200
keluarga yang aktif dalam
PEREMPUAN :
mewujudkan kesetaraan gender
Pelembagaan Pengarusutamaan . A
Meningkatnya partisipasi
8 G’ender.' (PUG) pada Lembaga organisasi perempuan dalam 84 % 92,640,200
Pemerintah Kewenangan aarusutamaan aender
Kabupaten/Kota peng g
Terfasilitasinya Koordinasi dan
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan|SinkronisasiPelaksanaan
" |PuG Kewenangan Kabupaten/Kota Pengarustamaan Gender 4 Dokumen 92,640,200
(PUG)Kewenangan Kabupaten/ Kota
Pemberdayaan Perempuan Bidang
Politik, Hukum, Sosial, dan Tercapainya koordinasi dan
9 | Ekonomi pada Organisasi sinkronisasi perumusan Kebijakan | 80 % 302,051,250
Kemasyarakatan Kewenangan Pelaksanaan PUG
Kabupaten/Kota
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi F;; ertrilzikzas??Drg:nioz::s;isg;?r:nglrzﬁ:ink
Perempuan di Bidang Politik, Hukum, P , P ) g ! 4 Dokumen 163,310,000
. . Hukum,Sosial dan Ekanomi Kewenangan
Sosial dan Ekonomi
Kabupaten/Kota
Meningkatnya Organisasi Masyarakat
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan yangMent.:Iapat Advgkam Kebuak.ar? daf‘
. o Pendampingan Peningkatan Partisipasi -
s |Peningkatan Partisipasi Perempuan dan " . 4 | Organisasi 138,741,250
o . . Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial
Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi .
dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/
Kota
Penguatan dan Pengembangan
Lembaga Penyedia Layanan Meningkatnya jumlah peserta
10 Pemberdayaan Perempuan yang terfasilitasi dalam PUG 63 % 120,961,750
Kewenangan Kabupaten/Kota
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Terlaksapanya Advokasi Kebuakgn dan
kepada Lembaga Penyedia Layanan Pendampingan kepada Organisasi
t Penyedian Layanan Pemberdayaan 1 Lembaga 66,250,000
Pemberdayaan Perempuan Kewenangan
Perempuan Kewenangan Kabupaten/
Kabupaten/Kota
Kota
dl:;ngzmg a;;g(;r;éoprz;rgl;:;; ir;f:rmaa Tersedianya Komunikasi Informasi dan
u Y Edukasi(KIE) Pemberdayaan Perempuan | 2 Dokumen 54,711,750
Perempuzn Kevienangan KewenanganKabupaten/Kota
Kabupaten/Kota g P
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Meningkatnya korban kekerasan
PROGRAM PENINGKATAN terhadap perempuan yang
¢ KUALITAS KELUARGA mendapatkan pelayanan sesuai 100 % 100,513,400
kebutuhan korban
Pening katan_l(uaﬁtas Keluarga Meningkatnya Kualitas Keluarga
dalam Mewujudkan Kesetaraan ; ,
11 ) dalam Mewujudkan Kesetaraan 2 |Kegiatan 100,513,400
Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Gender (KG) dan Hak Anak
Daerah Kabupaten/Kota RO
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Terlaksapanya Advolasl Kepljakan dan
. Pendampingan untuk Mewujudkan
untuk Mewujudkan kesetaraan Gender
) Kesetaraan Gender (KG) dan 1 Lembaga
(KG) dan Perlindungan Anak ;
Kewenangan Kabupaten/Kota Perlindungan Anak
Kewenangan Kabupaten/Kota
Pengembangan Kegiatan Masyarakat | Terlaksananya Pengembangan Kegiatan
v [untuk Peningkatan Kualitas Keluarga ~ |Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas 2 Dokumen 100,513,400
Kewenangan Kabupaten/Kota Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM | Meningkatnya ketersediaan data
D DATA GENDER DAN ANAK pilah gender 100 % 40,052,000
Penaumpulan. Penaolahan
Pengumpulan, Pengolahan
Analisis dan Penyajian Data ;
12 | Gender dan Anak Dalam A”f}i’:’;ﬁ:ﬁfﬁ gf:;fz’;f" @n | 00 | o 40,052,000
Kelembagaan Data di Tingkat g
Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Data Gender dan Anak di | Tersedianya Data Gender dan Anak
v Kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota 2| Dokumen 40,052,000
Penyajian dan Pemanfaatan Data Terlaksananya Penyajan dan
Pemanfaatan Data Gender dan Anak
Gender dan Anak dalam Kelembagaan . 0 Dokumen
Data di Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Kelembagaan Data di
9 P Kewenangan Kabupaten/Kota
PROGRAM PERLINDUNGAN
E PEREMPUAN 62.00 % 10,200,000
Penguatan dan gengembangan Menguatnya Lembaga Penyedia
Lembaga Penyedia Layanan .
. _ Layanan Perlindungan Perempuan | 62.00 % 10,200,000
Perlindungan Perempuan Tingkat Tinakat Daerah Kabupaten
Daerah Kabupaten/Kota g pa
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Penguatan Jejaring antar Lembaga
Penyedia Layanan Perlindungan

Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar
Lembaga Penyedia Layanan

) 1.00 | Dokumen 10,200,000
Perempuan Kewenangan Perlindungan Perempuan Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/ Kota
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK | Meningkatnya nilai capaian e
F (PHA) KLA/Indeks PUHA Madya | Nilai 291,788,500
Pelembagaan PHA pada Lembaga
Pemerintah, Nonpemerintah, dan | Meningkatnya Lembaga dalam
13 Dunia Usaha Kewenangan PHA 8 % 198,288,500
Kabupaten/Kota
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan | Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan
Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga  |Pendampingan Pemenuhan Hak Anak
X |Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan |padaOrganisasi Pemerintah, Non 2 Organisasi 198,288,500
Dunia Usaha Kewenangan Pemerintah, Mediadan Dunia Usaha
Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota
Penguatan dan Pengembangan . .
. Meningkatnya kualitas Lembaga
Lembaga Penyedia Layanan Penyedia Layanan Korban 68 % 93,500,000
Peningkatan Kualitas Hidup Anak ek
Kewenangan Kabupaten/Kota ekerasan
, . Tersedianya Layanan Peningkatan
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Va L3y g
Kualitas Hidup Anak Kewenangan . 25 Orang 63,500,000
Kabupaten/Kota Hidup Anak Kewenangan
P Kabupaten/Kota
Penguatan Jejaring antar Lembaga Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar
Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas |Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan
Hidup Anak Tingkat Daerah KualitasHidup Anak Kewenangan 4 | Dokumen 30,000,000
Kabupaten/Kota Kabupaten/ Kota
PROGRAM PERLINDUNGAN 0 %
KHUSUS ANAK
Penyediaan Layanan Bagi Anak
yang Memerlukasn Perlindungan
Khusus yang Memerlukan
Koordinasi Tingkat Daerah
Kabupaten/ Kota.
Penyediaan Layanan Pengaduan Tersedianya Layanan Pengaduan
Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan |Masyarakatbagi Anak yang Memerlukan 0 Orang

Perlindungan Khusus Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Perlindungan Khusus Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
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PROGRAM PENGENDALIAN

6 |pENDUDUK N % 622,340,200
Pemetaan Perkiraan Terselenggaranya kegiatan

15 | Pengendalian Penduduk Cakupan |pencatatan dan pelaporan RR 4 | Laporan 622,340,200
Daerah KabKota Klinik KB
Pembinaan dan Pengawasan .
Penyelenggaraan Sistem Informasi Terlaksanlanya Pemanfaatan Data Hasil 5 | Dokumen 57,816,000

Pemutakhiran Data Keluarga

Keluarga

. Pencatatan dan Pengumpulan Data Terlaksananya Pencatatan dan ) Laporan 282,000,000
Keluarga Pengumpulan Data Keluarga
Pengolahan dan Pelaporan Data Terlaksananya Pengolahan dan

aa |Pengendalian Lapangan dan Pelayanan |Pelaporan DataPengendalian Lapangan 1 | Dokumen 282,524,200
KB dan Pelayanan KB
PROGRAM PEMBINAAN . .

H KELUARGA BERENCANA (KB) Meningkatnya peserta KB aktif 79 % 5,851,688,400
Pelaksanaan Advokasi,
Komunikasi, Informasi dan Meninakatnva kualitas

16 | Edukasi (KIE) Pengendalian = hgmn" S 7 % 1,211,280,000
Penduduk dan KB sesuai Kearifan |P prog
Budaya Lokal
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Terlaksananya Advokasi Program
Advokasi Program Bangga Kencana  |Bangga Kencana (Pembangunan
ab [oleh Pokja kepada Stakeholder dan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga 12 Organisasi 249,520,000
Mitra Kerja Berencana) kepada Stakeholders dan g
Mitra Kerja.
Terlaksananya Promosi dan KIE
Promosi dan KIE Program KKBPK Z;S%rt?; Bﬁggﬁigigiaga
ac |Melalui Media Massa Cetak dan d 3 an. d gl ' 1 | Dokumen 125,000,000
Elektronik serta Media Luar Ruang Kependudukan, dan Keluarga
Berencana) Melalui Media Massa Cetak
dan Elektronik serta Media Luar Ruang
Terlaksananya Mekanisme Operasional
Pelaksanaan Mekanisme Operasional  |Program Bangga Kencana
ad |Program KKBPK Melalui Rakorcam, (Pembangunan Keluarga, 1 Laporan 377,340,000
Rakordes, dan Minilok Kependudukan, dan Keluarga
Berencana) Melalui Rapat Koordinasi
Terkelolanya Operasional dan Sarana di
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balal Penyuluhan Bangga Kencana
ae ; (Pembangunan Keluarga, 1 Laporan 459,420,000
Balai Penyuluhan KKBPK
Kependudukan, dan Keluarga
Berencana)
I
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh | Meningkatnya Partisipasi
17 | KB/Petugas Lapangan KB keluarga dalam Poktan BKB, BKR, | 80 % 1,260,000,000
(PKP/PLKB) BKL, PIK R dan UPPKA
Terkelolanya Operasional dan Sarana di
- Balai Penyuluhan Bangga Kencana
ag Penggerakan Kader Institusi Masyarakat (Pembangunan Keluarga, 400 orang 1,260,000,000
Pedesaan (IMP)
Kependudukan, dan Keluarga
Berencana)
Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Terlaksananya Penyuluhan,
Pengerakan, Pelayanan, dan Pengerakan, Pelayanan, dan
ah |Pengembangan Program Bangga Pengembangan Program Bangga 12 Laporan
Kencana untuk Petugas Keluarga Kencana untuk Petugas Keluarga
Berencana/penyuluh Lapangan Keluarga |Berencana/penyuluh Lapangan Keluarga
Pengendalian dan Pendistribusian | Meningkatnya kualitas
Kebutuhan Alat dan Obat Pengendalian dan Pendistribusian
18 | Kontrasepsi serta Pelaksanaan Kebutuhan Alat dan Obat 84 % 2.979.878,400
Pelayanan KB di Daerah Kontrasepsi serta Pelaksanaan
Kabupaten/Kota Pelayanan KB di Daerah
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Terli.iks?nan.ya Pengendaian
i . |Pendistribusian Alat dan Obat
. | Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang ; X
ai o Kontrasepsi dan Sarana Penunjang 10 Laporan 85,500,000
Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan o
. . Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan
Termasuk Jaringan dan Jejaringnya : .
Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Terwujudnya Peningkatan Kesertaan
aj |Metode Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka | 4034 Orang 2,843,040,400
Kontrasepsi Jangka Panjang (MKIP) Panjang (MKJP)
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Pembinaan Pelayanan Keluarga
Berencana dan Kesehatan Reproduksi di

Terlaksananya Pembinaan Pelayanan
Keluarga Berencana dan Kesehatan

ak Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan  |Reproduksi di Fasilitas Kesehatan 3 Laporan >1,338,000
dan Jejaringnya Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
Pemberdayaan dan Peningkatan
Peran serta Organisasi Meningkatnya peran organisasi
19 | Kemasyarakatan Tingkat Daerah |kemasyarakatan dalam 86 % 400,530,000
Kabupaten/Kota dalam pembangunan keluarga
Pelaksanaan Pelayanan dan
Terwujudnya Pelaksanaan dan
Pengelolaan Program Bangga Kencana
al Pelaksapaan dan Pengelolaan Program (Per%bangunan I%eluarga, . 68 Kampung 400,530,000
KKBPK di Kampung KB Kependudukan. dan Kel
pendudukan, dan Keluarga
Berencana) di Kampung KB.
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN | Meningkatnya Cakupan PUS
I |PENINGKATAN KELUARGA peserta KB Anggota Poktan ( BKB,| 90 % 7,841,949,000
SEJAHTERA (KS) BKR, BKL,PPPKS ).
Pelaksanaan Pembangunan
20 Keluarga melalui Per_nbmaan Meningkatnya pengetahuan 85 % 161,851,000
Ketahanan dan Kesejahteraan tentang pengolahan pangan
Keluarga
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan | Terlaksananya Pengadaan Sarana
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga |Kelompok Kegiatan Ketahanan dan
an |(BKB, Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, | 25 Unit 130,000,000
BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Orientasi dan Pelatihan Teknis Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan
Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan |Teknis
a0 [Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R [Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan | 1 Laporan 12,651,000
dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
Keluarga/UPPKS) (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan
Pengelolaan Ketahanan Keluarga Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan
ap |Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Laporan 19,200,000
Sejahtera (PPKS) Keluarga Sejahtera (PPKS)
Pelaksanaan dan Peningkatan
Peran Serta Organisasi Meningkatnya peran organisasi
21 |Kemasyarakatan Tingkat Daerah |kemasyarakatan dalam 80 % 7,680,098,000
Kabupaten/ Kota dalam pembangunan keluarga
Pembangunan Keluarga Melalui
Pendayagunaan Mitra Kerja dan Terlaksananya Pendayagunaan Mitra
Organisasi Kemasyarakatan dalam Kerja dan
aq |Penggerakan Operasional Pembinaan  |Organisasi Kemasyarakatan dalam 10 | Laporan 221,712,000
Program Ketahanan dan Kesejahteraan [Penggerakan

Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R

Operasional Pembinaan Program
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Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 (setelah perubahan)
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BAB llI
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan
hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau
kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang
menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan selaku pengemban
amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
dan Keluarga BerencanaKabupaten Grobogan yang dibuat sesuai ketentuan yang
diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran
penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran
strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian
Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan
untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten
Grobogan.
A. Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam
rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan
sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator

kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh
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berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara

penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan

dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.
Penghitungan capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara

realisasi kinerja dengan target kinerja, dan perlu memperhatikan karakteristik

komponen realisasi sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin

baik (positif), maka digunakan rumus :

Realisasi
———————— x 100%

Target

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin

rendah (negatif), maka digunakan rumus :

Target — (Realisasi — Target
g ( get) X 100%

Target

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan
analisis pencapaian kinerja, untuk memberikan informasi yang lebih transparan
mengenai keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja, serta faktor penyebab
keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja dimaksud.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal
dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai
berikut:

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No Kategori/lnterpretasi Rata-Rata % Capaian
1 Sangat Tinggi 91 <100

2 Tinggi 76 <90

3 |Sedang 66 <75

4 Rendah 51<65

5 |Sangat Rendah <50
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Dalam laporan ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan
Keluarga BerencanaKabupaten Grobogan dapat memberikan gambaran penilaian
tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja
kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator
kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana
Kerja Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk
menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,
sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.
Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga BerencanaTahun 2025 dan Indikator

Kinerja Utama Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat.

B. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya
akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan
Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi
pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi
pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam
tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran
keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata
lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang
bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga BerencanaKabupaten Grobogan juga
melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan
memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat
mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja
utama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga

BerencanaKabupaten Grobogan tahun 2025 menunjukan hasil sebagai berikut:
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1.

Perbandingan Target dan realisasi kinerja Tahun 2025
Tabel ...

Capaian Indikator Kinerja Utama

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga

BerencanaTahun 2025

Reali % Kategor | Sumber
NO TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR KINERJA | Target sasi Capai i data
an
1) ©) 3) ) ©)
1 Meningkatkan kesetaraan | PUG 9,1 9,09 99,8 % Sangat DP3AKB
gender, perlindungan perempuan tinggi
dan anak serta kualitas keluarga
1.1 | Meningkatkan kualitas Capaian Level APE Madya Madya 100 % Sangat DP3AKB
dan Pemberdayaan tinggi
perempuan Persentase lembaga Non | 85,75 % 85,71 % 99,95 % Sangat DP3AKB
Pemerintah aktip melaksanakan tinggi
PUG
Kontribusi perempuan | 61,74 % 61,74 % 100 % Sangat DP3AKB
dilembaga pemerintah tinggi
1.2 | Meningkatnya pemenuhan | Persentase perkawinan dibawah | 0.016 0.032 75 %
hak-hak anak dan umur 19 tahun
perlindungan khusus anak | Tingkat capaian KLA/Indeks Madya Madya 100 % Sangat DP3AKB
PUHA tinggi
Persentase korban kekerasan 100 % 100 % 100 % Sangat DP3AKB
terhadap perempuan yang tinggi
mendapatkan pelayanan sesuai
kebutuhan korban
2 | Mengendalikan jumlah dan | TFR 2.03 2,03 100 % Sangat DP3AKB
Kualitas penduduk tinggi
2.1 Meningkatnya ASFR 15-19 18 18 100 % Sangat DP3AKB
Kualitas tinggi
Penyelenggaraan | persentase Peserta KB Aktip 2495% | 25,67 % 102,9 Sangat DP3AKB
Keluarga MKIJP tinggi
berencana Unmet Need 921 8,75 105% | Sangat | DP3AKB
tinggi
2.2 Meningkatnya Persentase anggota kelompok 85 % 85 % 100 % Sangat DP3AKB
keberdayaan pembangunan Keluarga aktif tinggi
kelompok dalam | persentase penurunan keluarga 31.25% | 30,48 % | 102,6 % Sangat DP3AKB
pembangunan Pra Sejahtera tinggi
keluarga
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3 | Meningkatkan  Tata  Kelola | Nilai evaluasi SAKIP PD Bb (76) | BB (73,5) | 96,71 % Sanggat DP3AKB

Pemerintahan yang Baik dan tinggi
Pelayanan Publik yang
Berkualitas

Indeks Kepuasan Masyarakat | B(77,8) | BB(85,33) | 109,7 % Sanggat DP3AKB

(IKM) Perangkat Daerah tinggi
3.1 Meningkatnya Nilai evaluasi SAKIP PD BB (76) | BB (73,5) | 96,71 % Sanggat DP3AKB
kinerja tata kelola tinggi

kualitas pelayanan | (JKM) Perangkat Daerah ) tinggi
publik  didukung

dengan manajemen
administrasi
perkantoran
pemerintahan yang
baik

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, bahwa Tahun 2025 capaian Indikator
Kinerja Tujuan 1 (Meningkatkan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak
serta kualitas keluarga) capaiannya sebesar 99,8 % dengan kategori Sangat Tinggi,
dengan capaian indikator kinerja sasaran 1.1 (Meningkatkan kualitas dan
Pemberdayaan perempuan) mencapai 99,8 sanggat tinggi % dan capaian kinerja
sasaran 1.2 (Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus anak)
mencapai ...% atau kategori .... Maka rata-rata capaian sasaran pada Tujuan 1
mencapai ...%, dengan kategori .....

Sedangkan Indikator Kinerja Tujuan 2(Mengendalikan jumlah dan Kualitas
penduduk) capaiannya sebesar 100 % dengan kategori Sangat Tinggi dengan capaian
indicator kinerja sasaran 1.1 (Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keluarga
berencana) mencapai 102 % atau kategori sangat tinggi dan capaian kinerja sasaran
1.2 (Meningkatnya keberdayaan kelompok dalam pembangunan keluarga) mencapai
100% atau kategori sanggat tinggi Maka rata-rata capaian sasaran pada Tujuan 2

mencapain101,2 %, dengan kategori sanggat tinggi.
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Adapun analisis capaian kinerja per Tujuan/Sasaran Strategis, diuraian sebagai

berikut :

I. Tujuanl:
Meningkatkan Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak serta
Kualitas Keluarga.

Kinerja Tujuan Meningkatkan Kesetaraan Gender, Perlindungan
Perempuan dan Anak serta Kualitas Keluarga diukur dengan satu (1) indikator,
indikator tersebut adalah Indeks Pengarusutamaan Gender (Indeks PUG).
Indikator ini dihitung dengan cara menghitung Jumlah Organisasi perangkat
daerah (OPD) yang aktif dalam Pengarusutamaan Gender dibagi Jumlah
seluruh Organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Grobogan.

Organisasi perangkat daerah (OPD) yang aktif dalam Pengarusutamaan
Gender (PUG) adalah OPD yang melaksanakan kebijakan PUG dalam
pembangunan.

PUG adalah strategi untuk mengintegrasikan gender dalam kebijakan,
program, dan kegiatan. PUG bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan
pemahaman tentang pentingnya isu gender dalam pembangunan. Hal ini dapat
dilihat dari besaran Anggaran responsif gender (ARG) yang di susun oleh OPD.
Pada tahun 2025 jumlah OPD yang telah menyusun ARG sebanyak 29 OPD
dari total 29 OPD di Kabupaten Grobogan.

Anggaran  responsif gender (ARG) adalah strategi  untuk
mengintegrasikan isu gender dalam proses penganggaran yang
mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh
akses, manfaat, berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan mengontrol
sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam
menikmati hasil pembangunan. Penerapan ARG merupakan strategi yang

dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari
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perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas
kebijakan dan program pemba-ngunan nasional.

ARG bukan fokus pada penyediaan anggaran pengarus-utamaan gender,
tapi lebih kepada mewujudkan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam
memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam proses pengambilan
keputusan dan mempunyai kontrol terhadap sumber-sumber daya, serta
mewujudkan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam memilih dan
menikmati hasil pembangunan.

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator:

Tabel 3.3
Sasaran, Indikator dan Meta Indikator Tujuan 1

No. Sasaran Indikator Meta Indikator
1 2 3 4
1 | Meningkatkan Kesetaraan | Persensentase Jumlah Anggaran Responsif
Gender, Perlindungan Anggaran Gender dibagi Jumlah
Perempuan dan Anak Responsif Gender | Anggaran APBD Non
serta Kualitas Keluarga (ARG/PUG) Sekertariat dikali 100

Sumber data yang dipergunakan untuk melakukan penghitungan capaian
Tujuan Meningkatkan Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak
serta Kualitas Keluarga adalah dari Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Kabupaten Grobogan.

Data yang ada menyebutkan bahwa pada Tahun 2025, Jumlah Anggaran
Responsif Gender pada Belanja Operasional dan Modal APBD sebesar Rp
117.189.141.600,00 (seratus tujuh belas milyar seratus delapan puluh sembilan

juta seratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah) dan Jumlah Seluruh
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belanja Operasional dan modal di APBD sebesar Rp 1.289.201.503.915,00
(satu trilyun dua ratus delapan puluh Sembilan milyar dua ratus satu juta lima

ratus tiga ribu Sembilan ratus lima belas rupiah).

Cara perhitungan terhadap capaian kinerja Persensentase Anggaran
Responsif Gender (ARG/PUG) adalah dengan menghitung Jumlah Anggaran
Responsif Gender pada Belanja Operasional dan Modal APBD dibagi Jumlah
Seluruh belanja Operasional dan modal di APBD dikali 100, maka hasilnya
adalah sebagai berikut :

Rp oo, x 100 = 9,09%
Rp
Pesentase Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam APBD tahun 2025

mencapai 9.09%.

Kinerja Tujuan 1 : Meningkatkan Kesetaraan Gender, Perlindungan
Perempuan dan Anak serta Kualitas Keluarga pada Tahun 2025 dapat

digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Tujuan I
2025
No. Indikator Sasaran Kategori
Target | Realisasi | Capaian %
1 2 3 4 5 6

1. | Anggaran Responsif 91 9.09 99,8 % Sangat
Gender (ARG/PUG) Tinggi

Jerdasarkan table diatas, diketahui bahwa ARG yang dicapai pada Tahun

2025 sebesar 9.09. Semakin tinggi persentase ARG, menunjukan bahwa
Pemerintah Kabupaten Grobogan semakin responsif untuk menghapuskan
kesenjangan dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender secara

menyeluruh.
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I.1 Sasaran 1.1 : Meningkatkan Kualitas dan Pemberdayaan Perempuan.

Kinerja Sasaran 1.1 diukur dengan tiga (3) indikator, indikator tersebut
adalah : Level Anugerah Parahita Ekapraya (APE) ; Persentase Lembaga Non
Pemerintah Aktif melaksanakan Pengarustamaan Gender (PUG); dan
Kontribusi Perempuan di Lembaga Pemerintah.

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator:

Tabel 3.5
Sasaran, Indikator dan Meta Indikator Sasaran I

No. Sasaran Indikator Meta Indikator
1 2 3 4
1.1 | Meningkatkan Level APE Laporan Hasil Penilaian Tim Penilai
kualitas dan Kementerian PPPA RI.
Pemberd
Pem créayaan Persentase lembaga Jumlah penyedia layanan
erempuan. Non Pemerintah aktif | peningkatan kualitas keluarga yanga
melaksanakan PUG aktif dalam mewujudkan kesetaraan

gender di bagi Jumlah Lembaga
penyedia layanan peningkatan
kualitas keluarga

Kotribusi perempuan Jumlah perempuan yang menduduki
dilembaga pemerintah | jabatan di lembaga pemerintah di
bagi perempuan yang bekerja di
lembaga pemerintah

Sumber data yang dipergunakan untuk melakukan penghitungan capaian
kinerja sasaran 1.1 adalah dari Kementerian PPPA RI untuk Level APE dan
Sistem Data Gender dan Anak pada Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Kabupaten Grobogan.

a. Indikator Kinerja “Capaian Level APE.”
Data yang ada menyebutkan bahwa dalam Evaluasi Anugrah Parahita

Ekapraya (APE) atau Evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG) pada
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Tahun 2025 Kabupaten Grobogan mendapatkan Kategori MADYA.
Capaian ini sesuai dengan target kinerja tahun 2025

. Indikator Kinerja “Persentase Lembaga Non Pemerintah Aktif
melaksanakan PUG “.

Jumlah Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang
aktif dalam mewujudkan Kesetaraan Gender sebanyak 30 organisasi
sedangkan Jumlah Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas
keluarga sebanyak 35 organisasi.

Cara perhitungan terhadap capaian kinerja Persentase lembaga Non
Pemerintah aktif melaksanakan PUG adalah dengan menghitung Jumlah
Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang aktif
dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dibagi Jumlah Lembaga penyedia
layanan peningkatan kualitas keluarga dikali 100, maka hasilnya adalah

sebagai berikut :

30 organisasi x 100 = 85,71%

35 organisasi

Indikator Kinerja “Kotribusi perempuan dilembaga pemerintah.”
Jumlah Perempuan yang menduduki Jabatan di Lembaga Pemerintah
sebanyak 6.279 orang, sedangkan Jumlah Perempuan yang bekerja di
Lembaga Pemerintah sebanyak 10.174 orang.

Cara perhitungan terhadap capaian kinerja Kotribusi perempuan
dilembaga pemerintah adalah dengan minghitung Jumlah Perempuan
yang menduduki jabatan di lembaga pemerintah dibagi Jumlah
Perempuan yang bekerja dilembaga pemerintah dikali 100, maka hasilnya

adalah sebagai berikut :

6.279 orang x 100 = 85,71%
10.174 orang
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Berdasarkan iatas, diketahui bahwa keseluruhan indikator yang digunakan
untuk mengukur capaian kinerja Sasaran 1.1, menunjukan capaian yang Sangat
Tinggi. Sehingga upaya dalam meningkatkan kualitas dan pemberdayaan

perempuan dinilai berhasil.

I.2 Sasaran 1.2 : Meningkatnya Pemenuhan Hak-Hak Anak dan Perlindungan
Khusus Anak.

Capaian Kinerja Sasaran 1.2 diukur dengan tiga (3) indikator, indikator
tersebut adalah : Persentase perkawinan dibawah umur 19 tahun; Tingkat
capaian KLA/Indeks PUHA; dan Persentase korban kekerasan terhadap
perempuan dan anak yang mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan korban.
Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator:

Tabel 3.7
Sasaran, Indikator dan Meta Indikator Sasaran 1.2

No. Sasaran

Indikator

Meta Indikator

1 2

3

4

1.2 | Meningkatkan
kualitas dan
Pemberdayaan
Perempuan.

Persentase perkawinan
dibawah umur19 tahun

Jumlah perkawinan dibawah umur 19
tahun dibagi Jumlah seluruh umur
perkawinan dikali seratus

Tingkat capaian
KLA/Indeks PUHA

Laporan Hasil Penilaian Tim Penilai
Kementerian PPPA RI.

Persentase korban
kekerasan terhadap
perempuan dan anak
yang mendapatkan
pelayanan sesuai
kebutuhan korban

Jumlah Korban Kekerasan yang
mendapatkan pelayanan sesuai
kebutuhan korban dibagi Jumlah
Korban Kekerasan dikali seratus.

Sumber data yang dipergunakan untuk melakukan penghitungan capaian
sasaran Meningkatkan kualitas dan Pemberdayaan Perempuan adalah dari

Kementerian PPPA RI untuk Tingkat Capaian KLA/Indeks PUHA dan Bidang
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Perlindungan Anak dan Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan

Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan.

a. Indikator Kinerja “Tingkat capaian KLA/Indeks PUHA.”

Data yang ada menyebutkan bahwa pada Tahun 2025 Kabupaten
Grobogan ditetapkan sebagai Kabupaten Layak Anak Kategori MADYA.
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dilakukan oleh
pemerintah daerah kabupaten/kota, melalui pengintegrasian kebijakan,
program, anggaran, dan kegiatan pembangunan anak di tingkat
pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Penyelenggaraan KLA diatur dengan Peraturan Daerah yang harus
memuat Rencana Aksi Daerah KLA yang mengacu kepada Kebijakan
KLA. Penyelenggaraan KLA terintegrasi dengan seluruh sistem
pembangunan di kabupaten/kota, yang berarti pembangunan di
kabupaten/kota mengintegrasikan hak-hak anak ke dalam setiap proses
penyusunan kebijakan, program dan kegiatan di:

> setiap tahapan pembangunan, yaitu perencanaan dan

penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi; dan
> setiap tingkatan wilayah, yaitu pemerintah, pemerintah provinsi,

pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan.

Evaluasi KLA merupakan bagian tidak terpisahkan dari penyelenggaraan
KLA, yang bertujuan untuk mengetahui capaian penyelenggaraan KLA
serta memberikan rekomendasi bagi perbaikan penyelenggaraan KLA.
Penyelenggaraan KLA tidak sekadar selesai dengan penetapan peringkat,

akan tetapi evaluasi KLA justru memicu perencanaan yang lebih baik.

2. Indikator Kinerja “Persentase perkawinan dibawah umur19 tahun.”
Jumlah perkawinan dibawah umur 19 tahun sebanyak 146 Pasangan,
sedangkan  Jumlah Seluruh Umur Perkawinan sebanyak 790.539

pasangan.
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Cara perhitungan terhadap capaian kinerja Persentase perkawinan
dibawah umur19 tahun adalah dengan menghitung Jumlah perkawinan
dibawah umur 19 tahun dibagi Jumlah seluruh umur perkawinan dikali

seratus, maka hasilnya adalah sebagai berikut :

146 Pasangan x 100 = 0.018
790.539 Pasangan

3. Indikator Kinerja “Persentase korban kekerasan terhadap perempuan
dan anak yang mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan korban.”
Jumlah Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan sesuai
kebutuhan korban sebanyak 49 orang, sedangkan Jumlah Korban
Kekerasan sebanyak 49 orang terdiri dari 31 Laki-laki dan 65 Perempuan.
Kasus kekerasan SEKSUAL merupakan kasus terbanyak yang dialami
korban. Pada tahun 2024, kasus keserasan SEKSUAL sebanyak 38 kasus
disusul Kekerasan FISIK sebanyak 33 Kasus, sedangkan sisanya terdiri
dari Kasus EKSPLOITASI sebanyak 9 Kasus; Kasus SPIKIS sebanyak 8
Kasus; Kasus Penelantaran sebanyak 7 Kasus dan 1 kasus lainnya.

Jenis Pelayanan yang diberikan oleh DP3AKB kepada Korban Kekerasan
berupa : Layanan Hukum; Pendampingan; Mediasi; Kesehatan dan
Penjangkauan Korban.Cara perhitungan terhadap capaian kinerja

Persentase Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan sesuai
kebutuhan korban adalah dengan menghitung Jumlah Korban Kekerasan
yang mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan korban dibagi Jumlah

Korban Kekerasan dikali seratus, maka hasilnya adalah sebagai berikut :

96 orang x 100 = 100 %

96 orang
Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa keseluruhan indikator yang

digunakan untuk mengukur capaian kinerja Sasaran 1.2, menunjukan capaian
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II.

yang Sangat Tinggi. Sehingga upaya dalam meningkatkan Meningkatnya
Pemenuhan Hak-Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dinilai berhasil.

Tujuan 2 : Mengendalikan Jumlah dan Kualitas Penduduk.

Kinerja Tujuan 2 diukur dengan satu (1) indikator, indikator tersebut
adalah Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR).

TFR adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang
perempuan selama masa suburnya. Angka TFR yang ideal adalah 2,1 karena
menunjukkan bahwa tiap wanita selama masa suburnya rata-rata memiliki 2,1
anak. TFR yang berada di bawah angka 2,1 akan menyebabkan penurunan
jumlah penduduk, sedangkan TFR yang lebih dari 2,1 akan menyebabkan
pertumbuhan penduduk.

Indikator Total Fertility Rate (TFR) dihitung dengan membagi jumlah
kelahiran perempuan usia 15-49 tahun dengan jumlah perempuan usia 15-49
tahun pada periode yang sama. Berikut langkah-langkah perhitungan TFR:

1. Jumlahkan semua tingkat kesuburan menurut usia.

2. Kalikan jumlah tersebut dengan 5 (lebar interval kelompok usia) .

3. Bagikan hasil perkalian dengan 1.000 .

Pada tahun 2025, Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Grobogan sebesar 2.03
yang artinya rata-rata orang hamil di Kabupaten Grobogan 2.03 dari target 2.03
Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator:

Tabel 3.9
Sasaran, Indikator dan Meta Indikator Tujuan 2

No. Tujuan/ Sasaran Indikator Meta Indikator

1 2 3 4

2 | Mengendalikan jumlah Total fertility Rate | Rata-rata jumlah anak yang
dan Kualitas penduduk (TFR) dilahirkan oleh seorang
perempuan selama masa
suburnya.

TFR = ASFR x 5
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Sumber data yang dipergunakan untuk melakukan penghitungan capaian
Tujuan 2 Mengendalikan Jumlah dan Kualitas Penduduk diperoleh dari hasil
survei yang dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana

Nasional (BKKBN) bekerja sama dengan BPS.

Kinerja Tujuan Mengendalikan Jumlah dan Kualitas Penduduk pada

Tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.10
Capaian Kinerja Tujuan 2
2024
No. Indikator Sasaran Kategori
Target | Realisasi | Capaian %
1 2 3 4 5 6

2 | Total Fertility Rate (TFR) 2.03 2.03 100, % Sangat
Tinggi

Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa TFR yang dicapai pada Tahun

2025 sebesar 2.03. Jika dibandingkan dengan target TFR tahun 2025 sebesar
2.03, maka capaian TFR tahun 2025 sebesar 100%.

Target TFR tahun 2024 tercapat dengan kategori Sangat Tinggi. Semakin
rendah persentase TFR, menunjukan bahwa Kabupaten Grobogan mampu
mengendalikan jumlah penduduk, sehingga kualitas hidup penduduk

Kabupaten Grobogan dapat meningkat.
II.1 Sasaran 2.1 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keluarga
Berencana

Capaian Kinerja Sasaran 2.1 diukur dengan tiga (3) indikator, indikator
tersebut adalah : ASFR 15-19; Persentase Peserta KB Aktip MKJP; dan Unmet

Need. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator:
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Tabel 3.11

Sasaran, Indikator dan Meta Indikator Sasaran 2.1

No. Sasaran Indikator Meta Indikator

1 2 3 4

2.1 | Meningkatnya ASFR 15-19 Jumlah kelahiran pada perempuan
Kualitas umur 15-19 tahun pada tahun
Penyelenggaraan tertentu dibagi jumlah perempuan
Keluarga berencana umur 15-19 tahun pada periode yang

sama dikali 1.000

Persentase Peserta KB | Jumlah peserta KB Aktif

Aktip MKJP Metode Kontrasepsi Jangka
Panjang dibagi seluruh jumlah
Peserta KB x 100

Unmet Need Jumlah PUS yang Tidak Ingin Anak

Lagi dan Ingin Anak di tunda dibagi
seluruh PUS x100.

Sumber data yang dipergunakan untuk melakukan penghitungan capaian

sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keluarga Berencana adalah
54

dari Bidang P4KB Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan

Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan.

1. Indikator Kinerja “ASFR 15-19”

Data yang ada menyebutkan bahwa Jumlah kelahiran pada perempuan
umur 15-19 pada Tahun 2025 di Kabupaten Grobogan sebanyak 33
kelahiran, sedangkan jumlah perempuan umur 15-19 tahun pada tahun
2025 sebanyak 50.828 orang.

Cara perhitungan terhadap capaian Indikator ASFR 15-19 adalah Jumlah
kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun pada tahun tertentu dibagi
jumlah perempuan umur 15-19 tahun pada periode yang sama dikali

1.000, maka hasilnya adalah sebagai berikut :

385 kelahiran x 1000 = 7.57
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50.828 orang

2. Jumlah peserta KB Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang sebanyak

3.

66.121 orang sedangkan Jumlah Peserta KB sebanyak 269.390 orang.
Cara perhitungan terhadap capaian Indikator Persentase Peserta KB
Aktip MKJP adalah dengan menghitung Jumlah peserta KB Aktif Metode
Kontrasepsi Jangka Panjang dibagi seluruh jumlah Peserta KB x, maka
hasilnya adalah sebagai berikut :

67.409 orang x 100 = 24.85%

271.198 orang

Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang Tidak Ingin Anak Lagi dan
Ingin Anak di tunda sebanyak 32.907 orang, sedangkan Jumlah Pasangan
Usia Subur sebanyak 116.951 orang,.

Cara perhitungan terhadap capaian kinerja Unmet Need adalah dengan

menghitung Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang Tidak Ingin Anak

55
Lagi dan Ingin Anak di tunda dibagi Jumlah Pasangan Usia Subur dikali
100, maka hasilnya adalah sebagai berikut :

32.560 orang x 100 = 9,26 %
351.373 orang

Kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keluarga Berencana

pada Tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut :

Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa keseluruhan indikator yang

digunakan untuk mengukur capaian kinerja Sasaran 2.1, menunjukan capaian

yang Sangat Tinggi. Sehingga upaya dalam Meningkatnya Kualitas

Penyelenggaraan Keluarga Berencana dinilai berhasil.
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II.2 Sasaran 2.2 : Meningkatnya keberdayaan kelompok dalam pembangunan

keluarga.

Capaian Kinerja Sasaran 2.2 diukur dengan dua (2) indikator, indikator

tersebut adalah : Persentase anggota kelompok pembangunan keluarga aktif

dan

Persentase penurunan keluarga Pra Sejahtera. Penjelasan hubungan

sasaran, indikator dan meta indikator:

Tabel 3.13
Sasaran, Indikator dan Meta Indikator Sasaran 2.2
No. Sasaran Indikator Meta Indikator
1 2 3 4
2.2 | Meningkatnya Persentase anggota Jumlah anggota Poktan Aktif
keberdayaan kelom- | kelompok pembangun- | dibagi seluruh anggota Poktan
pok dalam pemba- | an Keluarga aktif x 100

ngunan keluarga.

Persentase penurunan Jumlah Tahapan Keluarga Pra
keluarga Pra Sejahtera | Sejahtera dibagi seluruh
tahapan Keluarga Sejahtera x
100

Sumber data yang dipergunakan untuk melakukan penghitungan capaian

sasaran meningkatnya keberdayaan kelompok dalam pembangunan keluarga

adalah dari Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (KKK) Dinas

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Kabupaten Grobogan.

A.

Indikator Kinerja “Persentase anggota kelompok pembangun-an
Keluarga aktif .”

Data yang ada menyebutkan bahwa Jumlah Anggota Kelompok Kegiatan
(Poktan) pada Tahun 2025 sebanyak 5.008 sedangkan Jumlah seluruh
Anggota Poktan sebanyak 6.073 orang.

Cara perhitungan terhadap capaian kinerja Persentase anggota kelompok

pembangunan Keluarga aktif adalah dengan menghitung Jumlah Anggota
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Kelompok Kegiatan (Poktan) dibagi Jumlah seluruh Anggota Poktan
dikali 100, maka hasilnya adalah sebagai berikut :

5118 orang x 100 = 84.27%

6.73 Orang
B. Indikator Kinerja “Persentase penurunan keluarga Pra Sejahtera.”

Jumlah Tahapan Keluarga Prasejahtera sebanyak 162.266 orang, sedang
kan seluruh tahapan Keluarga Sejahtera sebanyak 521.195 orang.

Cara perhitungan terhadap capaian kinerja Persentase Penurunan
Keluarga Pra Sejahtera adalah dengan menghitung Jumlah Tahapan
Keluarga Prasejahtera dibagi seluruh tahapan Keluarga Sejahtera dikali

100, maka hasilnya adalah sebagai berikut :

162.266 orang x 100 = 31.13%
521.195 orang

Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa keseluruhan indikator yang
digunakan untuk mengukur capaian kinerja Sasaran 2.2, menunjukan capaian
yang Sangat Tinggi. Sehingga upaya dalam meningkatnya keberdayaan

kelompok kegiatan dalam pembangunan keluarga dinilai berhasil.

III. Tujuan 3 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan
Pelayanan Publik yang Berkualitas.

Kinerja Tujuan 3 diukur dengan dua (2) indikator, indikator tersebut
adalah Nilai evaluasi SAKIP PD dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
IIL.1. Sasaran 3.1. Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas

pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi
perkantoran pemerintahan yang baik.

Capaian Kinerja Sasaran 3.1 diukur dengan dua (2) indikator, indikator

tersebut adalah : Nilai evaluasi SAKIP PD dan Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) PD.

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator:
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Tabel 3.16
Sasaran, Indikator dan Meta Indikator Sasaran 3.1

No. Tujuan/ Sasaran Indikator Meta
Indikator
1 2 3 4
3.1 | Meningkatnya kinerja tata kelola Nilai evaluasi
pemerintahan dan kualitas pelayanan publik | SAKIP PD
didukung dengan manajemen administrasi Indeks
perkantoran pemerintahan yang baik. Kepuasan
Masyarakat
(IKM) PD

Sumber data yang dipergunakan untuk melakukan penghitungan capaian
sasaran Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan
Publik yang Berkualitas adalah dari Sekretariat Dinas Pemberdayaan

Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan.

3.1.1 Nilai Evaluasi SAKIP PD.

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
yang merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan
prosedur. SAKIP dirancang untuk meningkatkan kinerja instansi pemerin-
tah. SAKIP terdiri dari : Perencanaan kinerja, Pengukuran capaian kinerja,
Pelaporan kinerja, Evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

SAKIP bermanfaat untuk:
1. Mengukur kinerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
2. Menjadikan APBD lebih efektif, efisien, fokus, tepat sasaran, dan jelas

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai.

SAKIP merupakan perhitungan nilai dari komponen perencanaan kinerja,
pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja

internal sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
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Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP Instansi

Pemerintah.

Pada tahun 2025 realisasi indikator ini sebesar BB (73,50) dengan Predikat
BAIK, atau tercapai sebesar 96,71% dari target yang direncanakan sebesar BB
(76,00). Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh
komponen kinerja yang dievaluasi di Lingkungan OPD Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten grobogan,

dengan rincian sebagai berikut :

a. Komponen perencanaan Kinerja.
Komponen Perencanaan Kinerja meliputi Dokumen perencanaan kinerja
telah tersedia termasuk bukti dukungnya. Score yang di dapat sebesar 22,5.
b. Komponen Pengukuran Kinerja pengukuran Kinerja meliputipengukuran
kinerja sudah dilaksanakan dengan biak dan secara efektif dan efisien. Nilai
yang didapat sebesar 22,50 point.
c. Komponen Evaluasi Pelaporan Kinerja.
Komponen Evaluasi Pelaporan kinerja meliputi Laporan kinerja berkala,
penyusunan LKJiP. Nilai yang didapat sebesar 9,75 point.
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal meliputi seluruh
kriteria penilaian sub komponen evaluasi akuntabilitas internal internal
telah dilaksanakan dan dipenuhi. Nilai seluruh komponen akuntabilitas
kinerja didapat sebesar 18,75
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3.1.1 : Nilai Evaluasi SAKIP PD
Tahun 2025 sebesar 73,5 point kategori BB
3.1.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD.
Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik,
mengamanatkan agar penyelenggara negara wajib mengikutsertakan

masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya
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membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan,

dan akuntable.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten
Grobogan, maka diselenggarakan survey atau jajak pendapat tentang penilaian
pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan.
Hasil survey kepuasan masyarakat yang didapat, merangkum data dan
informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode
pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka
akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Tujuan pelaksanaan survey kepuasan masyarakat (SKM), adalah untuk
mengetahui gambaran kepuasan masyrakat yang diperoleh dari hasil
pengukuran atas pendapat masyrakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan
yang telah diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan.

Hasil pengolahan data Survey Kepuasan Masyarakat terhadap
Pelayanan KB, dapat diperoleh data sebagai berikut :

» Persyaratan 3,211 point;
Sistem, Mekanisme, Prosedur 3,079 point;
Waktu penyelesaian 3156 point;
Biaya/Tarif 3,947 point;
Produk layanan 3105 point;
Kompetensi Pelaksana 3132 point;
Perilaku Pelaksana 3,158 point;

V V. V V VYV VY V

Sarana dan Prasarana 2,947 poin;
» Penanganan pengaduan 3,105 point.
IKM Unit layanan 85,33 dengan predikat B (baik).
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Pada tahun 2025 realisasi indikator ini sebesar B (85,33) atau tercapai
sebesar 109,47% dari target yang dijanjikkan sebesar B (77,80). Hal ini
menunjukkan bahwa Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang dilaksanakan
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Kabupaten Grobogan mengalami peningkatan.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun
sebelumnya.
Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun
sebelumnya diuraikan pada tabel berikut :
Tabel ..
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Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Meningkatkan kesetaraan | PUG 0,96 2,14 243,75 0,97 9,09 937,11 % 9,1 9,09 99,8 %
gender, perlindungan perempuan %
dan anak serta kualitas keluarga
1.1 | Meningkatkan kualitas Capaian Level APE Madya Madya 100% Madya Madya 100 % Madya Madya 100 %
dan Pemberdayaan
perempuan Persentase lembaga Non | 72 % 77 % 107,14 84 % 85,71 % 102,4% | 85,75% | 85,71 % | 99,95 %
Pemerintah aktip melaksanakan
PUG
Kontribusi perempuan | 53 % 59,6 % 112,45 60 % 61,72 % 102,87 % | 61,74% | 61,74 % | 100 %
dilembaga pemerintah %
1.2 | Meningkatnya pemenuhan | Persentase perkawinan dibawah [ 0,0052 0,0017 167,31 | 0,505 % 0.01802 165 % 0.016 0.032
hak-hak anak dan umur 19 tahun %
perlindungan khusus anak Tingkat capaian KLA/Indeks Madya Madya 100 % Madya Madya 100 % Madya Madya 100 %
PUHA
Persentase korban kekerasan 100 % 100% 100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
terhadap perempuan yang
mendapatkan pelayanan sesuai
kebutuhan korban
Mengendalikan ~ jumlah dan | TFR 2,25 2,21 101,77 2,19 2.00 108,68 % 2.03 2,03 100 %
Kualitas penduduk %
2.1 | Meningkatnya Kualitas ASFR 15-19 47 22 153,19 18,8 7,57 159,73 18 18 100 %
Penyelenggaraan Keluarga
berencana Persentase Peserta KB Aktip 23,5% 24,1% 102,55 24,5 24,85 % 101,43 % | 24.95% | 25,67 % 102,9
MKJP %
Unmet Need 9,4 9,58 99,29% 9,5 9.22 102,95 9.21 8,75 105 %
2.2 | Meningkatnya Persentase anggota kelompok 82% 81,41% | 99,29% 84 84,7 % 100,32 % 85 % 85 % 100 %
keberdayaan kelompok pembangunan Keluarga aktif %
dalam pembangunan Persentase penurunan keluarga 32,5% 32,49% 100,03 31,50 31.13 % 101,17 % | 31.25% | 30,48 % | 102,6 %
keluarga Pra Sejahtera %
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Meningkatkan ~ Tata  Kelola | Nilai evaluasi SAKIP PD B (68) 64,25 94,9% | BB (70) BB (77,5) | 107,14 % Bb (76) BB 96,71 %
Pemerintahan yang Baik dan (73,5)
Pelayanan Publik yang
Berkualitas
Indeks Kepuasan Masyarakat B B 101,2% | B(77,7) B(77,8) 100,1 B(77,8) | BB(85,3 | 109,7 %
(IKM) Perangkat Daerah (77,20) (77,48) 3)
3.1 | Meningkatnya kinerja tata | Nilai evaluasi SAKIP PD B (68) 64,25 94,9% BB (70) BB (77,5) 107,14 % | BB (76) BB 96,71 %
kelola pemerintahan dan (73,5)
kualitas pelayanan publik | [ndeks Kepuasan Masyarakat B B 101,2% | B(77,7) B(77,8) 100,1 B(77,80 | BB(85,3 | 109,7 %
didukung dengan | (IKM) Perangkat Daerah (77,20) | (77.48) ) 3)
manajemen  administrasi
perkantoran pemerintahan
yang baik
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Uraian penjelasan tabel :

1. Pebandingan capaian Indikator Kinerja Tujuan I “Meningkatkan kesetaraan
gender, perlindungan perempuan dan anak serta kualitas keluarga,” tahun

2025 dengan target tahun sebelumnya (2023-2025) adalah sebagai berikut :

Gambar 3.
Grifik Capaian ARG / PUG Tahun 2023-2025

10
8
6
B Target
4
1 Realisasi

. ‘ . Realisasi

2023 Target
2024
2025

Berdasarkan grafik diatas, capaian Indikator Tujuan I “Meningkatkan
kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak serta kualitas keluarga,”
mengalami perubahan yang bersifat dinamis dalam 3 tahun terakhir. Indikator
PUG/ARG Kabupaten Grobogan Tahun 2023 sebesar 2,14 dan tahun 2024 naik
menjadi 9,09 % dan mengalami stagnan pada tahun 2025 menjadi 9.09 %. Hal
ini menunjukan bahwa kesadaran masyarakat tentang kesetaraan gender telah

meningkat dan telah diaplikasikan dalam berbagai sektor, baik sektor ekonomi,

hukum maupun politik.
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Selanjutnya berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian
sasaran 1.1 “Meningkatkan kualitas dan Pemberdayaan Perempuan” juga

mengalami kenaikan dari tahun 2023 sampai tahun 2025

Dari ketiga Indikator yang digunakan sebagai alat ukur capaian kinerja,

seluruhnya menunjukan trend positif.

Capaian Kinerja Sasaran 1.2 “Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak
dan perlindungan khusus anak,” juga mengalami penurunan yang cukup
dinamis, dimana dari ketiga indikator kinerja yang digunakan sebagai alat
ukur, hanya satu indikator yang menunjukan trend negative / penurunan,
yaitu indikator “Persentase perkawinan dibawah umur 19 tahun”. Sedangkan

Indikator yang lain cenderung stagnan, karena bersifat kualitatif.

. Pebandingan capaian Indikator Kinerja Tujuan 2 “Mengendalikan Jumlah dan
Kualitas Penduduk,” tahun 2024 dengan target tahun sebelumnya (2023-2025)
adalah sebagai berikut:

Gambar 3.8
Grifik Capaian TFR Tahun 2022-2024
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Berdasarkan grafik diatas, capaian Indikator Tujuan II “Mengendalikan
jumlah dan Kualitas penduduk,” mengalami perubahan yang bersifat dinamis
dalam 3 tahun terakhir. Indikator TFR Kabupaten Grobogan Tahun 2023
sebesar 2.21 dan mengalami penurunan sampai dengan tahun 2025 sebesar 2,03.
Hal ini membuktikan semakin turun TFR berarti Pengendalian Pendunduduk

dan Kualitas penduduk demakin baik

Hal ini menunjukan bahwa semakin terkendalinya jumlah kelahiran penduduk

di Kabupaten Grobogan.

Selanjutnya berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa capaian
sasaran 2.1 “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keluarga berencana”
juga mengalami kenaikan dari tahun 2023 sampai tahun 2025. Dari Ketiga
Indikator yang digunakan sebagai alat ukur capaian kinerja, seluruhnya

menunjukan trend positif.

a. Capaian Indikator ASFR 15-19, pada tahun 2023 sebesar 22 kelahiran per
1000 wanita kemudian pada tahun 2025 turun menjadi 18 kelahiran per
1000 wanita. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan remaja semakin
berkurang

b. Capaian Indikator Persentase Peserta KB Aktip MKJP, terus mengalami
kenaikan dari tahun 2023 sebesar 24,1 %, dan pada tahun 2025 naik menjadi
25,67%.

c. Capaian Indikator Unmet Need juga mengalami kenaikan yang cukup
dinamis, dimana pada tahun 2023 sebesar 9,58 % dan pada tahun 2025
turun menjadi 8,75 %, Hal ini menyebabkan keberhasilan dalam membantu

dalam upaya pengendalian PUS yang tidak ber—KB tetapi berpotensi terjadi
kehamilan yang tidak dikehendaki serta mengetahui peluang terhadap

tingginya angka kematian ibu, akibat kehamilan yang tidak diinginkan
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Capaian sasaran 2.2, “Meningkatnya keberdayaan kelompok dalam
pembangunan keluarga,” juga mengalami kenaikan dari tahun 2023 sampai
tahun 2025. Dari Kedua Indikator yang digunakan sebagai alat ukur capaian

kinerja, seluruhnya menunjukan trend positif.

a. Capaian Indikator Persentase anggota kelompok pembangunan Keluarga aktif,
pada tahun 2023 sebesar 8,41% kemudian pada tahun 2024 naik lagi
menjadi 84.27% dan Tahun 2025 naik menjadi 85 %.

b. Capaian Indikator Persentase penurunan keluarga Pra Sejahtera, terus
mengalami kenaikan dari tahun 2023 sebesar 32.49% dan naik lagi pada
tahun 2024 menjadi 31.13% dan naik lagi di tahun 2025 menjadi 30,48 %.
Semakiin turun keluarga prasejahtera berarti keluarga sejahtera semakin

meningkat.

3. Pebandingan capaian Indikator Kinerja Tujuan 3 “Meningkatkan Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas,” tahun 2024
dengan target tahun sebelumnya (2022-2024) adalah sebagai berikut:

Gambar 3.9
Grifik Capaian Nilai SAKIP Tahun 2022-2024
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Berdasarkan grafik diatas, capaian/realisasi Nilai SAKIP di Kabupaten
Grobogan mengalami perubahan yang bersifat dinamis dalam 3 tahun terakhir.
Pada tahun 2023 capaian SAKIP Kabupaten Grobogan memperoleh nilai 64.25
point kemudian pada tahun 2024 naik lagi menjadi 75.77 point dan tahun 2025
turun memnjadi 73.5. Hal ini menunjukan bahwa Kinerja Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan

semakin Akuntable.

Selanjutnya, capaian/realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD di
Kabupaten Grobogan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Capaian
IKM Kabupaten Grobogan pada tahun 2023 memperoleh nilai 77.48 point
kemudian pada tahun 2024 naik lagi menjadi 75.78 point dan tahun 2025
menjadi 85,33. Hal ini menunjukan bahwa pelayanan yang dilaksanakan Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Kabupaten Grobogan semakin baik.
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3. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target Renstra

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka

menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan

Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga BerencanaKabupaten Grobogan periode
2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel ..
Tingkat Kemajuan Capaian Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah
(Renstra)
Reali | Target Tingkat
NO TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR KINERJA Sasi Akhir Kemajuan
2025 2026
(1) 2) ©)] 4 ®) 4/5 X100
1 Meningkatkan kesetaraan | PUG 9,09 0,99 918,2 %
gender, perlindungan perempuan
dan anak serta kualitas keluarga
1.1 | Meningkatkan kualitas Capaian Level APE Madya Madya 100 %
dan Pemberdayaan
perempuan Persentase lembaga ~ Non| 85,71 % 84 % 102,04 %
Pemerintah aktip melaksanakan
PUG
Kontribusi perempuan | 61,74 % 52 % 118,73 %
dilembaga pemerintah
1.2 | Meningkatnya pemenuhan | Persentase perkawinan dibawah 0.032 0,0610 147,54 %
hak-hak anak dan umur 19 tahun
perlindungan khusus anak | Tingkat capaian KLA/Indeks Madya Madya 100 %
PUHA
Persentase korban kekerasan 100 % 100 % 100 %
terhadap perempuan yang
mendapatkan pelayanan sesuai
kebutuhan korban
2 Mengendalikan jumlah dan | TFR 2,03 2,16 106,02%
Kualitas penduduk
2.1 Meningkatnya ASFR 15-19 18 18 100 %
Kualitas
Penyelenggaraan Persentase Peserta KB Aktip 25,67 % 25% 102,68
Keluarga MKJP
berencana Unmet Need 8,75 9,5 107,89 %
2.2 Meningkatnya Persentase anggota kelompok 85 % 86 % 98,83 %
keberdayaan pembangunan Keluarga aktif
kelompok dalam Persentase penurunan keluarga 30,48 % 30,5 % 100,06 %
pembangunan Pra Sejahtera
keluarga
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Meningkatkan  Tata  Kelola | Nilai evaluasi SAKIP PD BB (73,5) BB 100 %

Pemerintahan yang Baik dan (73,5)
Pelayanan Publik yang
Berkualitas
Indeks Kepuasan Masyarakat | BB(85,33) B 107,06 %
(IKM) Perangkat Daerah (79,70)
3.1 Meningkatnya Nilai evaluasi SAKIP PD BB (73.5) BB 100 %
kinerja tata kelola (73,5)
pemerintahan  dan | |ndeks Kepuasan Masyarakat | BB(85,33) B 107,06 %
kualitas pelayanan | (JKM) Perangkat Daerah (79,70)

publik  didukung
dengan manajemen
administrasi
perkantoran
pemerintahan yang
baik

Adapun analisis capaian kinerja per Tujuan/Sasaran Strategis, diuraikan sebagai

berikut :

Pebandingan capaian Indikator Kinerja Tujuan 1 “Meningkatkan kesetaraan
gender, perlindungan perempuan dan anak serta kualitas keluarga,” tahun 2025
dengan target jangka menengah (2026) adalah sebagai berikut :

Target PUG/ ARG tahun 2026 sebesar 0.99 sedangkan capaian tahun 2025 sebesar
9.09, sehingga tingkat kemajuannya sebesar 918,18 % artinya bahwa pada tahun
2025 target Pengarusutamaan Gender telah terlapaui/tercapai. Hal ini menunjukan
bahwa kesadaran masyarakat tentang kesetaraan gender telah meningkat dan telah

diaplikasikan dalam berbagai sektor, baik sektor ekonomi, hukum maupun politik.

a.1 Pebandingan capaian Indikator Kinerja Sasaran 1.1 “Meningkatkan kualitas dan
Pemberdayaan Perempuan,” tahun 2025 dengan target jangka menengah (2026)
adalah sebagai berikut :

v’ Capaian Indikator meningkatnya Level APE tahun 2025, BP3AKB
Kabupaten Grobogan memperoleh Penghargaan Anugerah Parahita
Ekapraya dengan kategori MADYA. Sedangkan target Renstra tahun
2026 diharapkan Pemerintah Kabupaten Grobogan memperoleh
Penghargaan dengan Kategori MADYA sehingga tingkat kemajuannya
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sebesar 100%. Hal ini menunjukan bahwa Pemerintah Kabupaten
Grobogan telah berkomitmen dalam pencapaian dan perwujudan
kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
serta memenuhi kebutuhan anak.

v' Capaian Indikator meningkatnya Persentase lembaga Non Pemerintah
Aktif melaksanakan PUG pada tahun 2025 sebesar 85.71% dan telah
melampai target Renstra tahun 2026 yakni 84%, sehingga tingkat
kemajuannya sebesar 102,04 %.

v’ Capaian Indikator meningkatnya Kontribusi Perempuan di Lembaga
Pemerintah pada tahun 2025 sebesar 61.74% dan telah melampaui target
Renstra tahun 2026 yakni 52%, sehingga tingkat kemajuannya sebesar
118.73%.

a.2 Pebandingan capaian Indikator Kinerja Sasaran 1.2 “Meningkatnya pemenuhan
hak-hak anak dan perlindungan khusus anak,” tahun 2025 dengan target
jangka menengah (2026) adalah sebagai berikut :

v' Capaian Indikator menurunnya Persentase Perkawinan dibawah Umur
19 Tahun, pada tahun 2025 sebesar 0.032 dan telah melampaui target
Renstra tahun 2025 yakni 0.0610, sehingga tingkat kemajuannya sebesar
147,54 %.

v' Capaian Indikator meningkatnya Tingkat Capaian KLA/Indeks PUHA
APE tahun 2025, BP3AKB Kabupaten Grobogan memperoleh
Penghargaan Kabpaten Layak Anak dengan kategori MADYA.
Sedangkan target Renstra tahun 2026 diharapkan Pemerintah Kabupaten
Grobogan memperoleh Penghargaan dengan Kategori MADYA, hal ini
menunjukan bahwa Pemerintah Kabupaten Grobogan mempunyai
sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian
komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha,

yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan,
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program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan
perlindungan anak.

v' Capaian Indikator meningkatnya Persentase korban kekerasan terhadap
perempuan yang mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan korban,
pada tahun 2025 sebesar 100 % dan telah sesuai target Renstra tahun
2025 yakni 100 %.

b. Pebandingan capaian Indikator Kinerja Tujuan 2 “Mengendalikan jumlah dan
Kualitas penduduk,” tahun 2025 dengan target jangka menengah (2026) adalah

sebagai berikut :

Target akhir Renstra tahun 2026 untuk Indikator TFR adalah sebesar 2.16
sedangkan capaian tahun 2024 sebesar 2.03, sehingga tingkat kemajuannya sebesar
106,02% artinya bahwa Kabupaten Grobogan saat ini telah berada pada kondisi

penduduk tumbuh seimbang.

b.1 Pebandingan capaian Indikator Kinerja Sasaran 2.1 “Meningkatnya Kualitas
Penyelenggaraan Keluarga Berencana,” tahun 2025 dengan target jangka

menengah (2026) adalah sebagai berikut :

v Capaian Kinerja menurunnya ASFR 15-19 pada tahun 2025 adalah 18
kelahiran per 1000 wanita sama besar dengan target akhir Renstra tahun
2026 yakni 18.00 kelahiran per 1000 wanita, Sehingga target ASFR 15-19
Tahun sudah sesuai dengan target akhir Renstra tahun 2026.

v Capaian Kinerja meningkatnya Persentase Peserta KB Aktif MKJP pada
tahun 2025 sebesar 25,67% lebih besar dibandingkan target akhir Renstra
tahun 2026 sebesar 25 %, sehingga tingkat kemajuannya sebesar 102,68 %.

v Capaian Kinerja menurunnya Unmet Need pada tahun 2025 sebesar 8,75
lebih kecil dibanding target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 9.5, sehingga
tingkat kemajuaanya sebesar 107,89%. Hal ini menunjukan bahwa
masyarakat semakin mudah menjangkau akses pelayanan KB dan masih

perlu peningkatan dalam kualitas pelayanan.
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b.2 Pebandingan capaian Indikator Kinerja Sasaran 2.2 “Meningkatnya

keberdayaan kelompok dalam pembangunan keluarga,” tahun 2025 dengan

target jangka menengah (2026) adalah sebagai berikut :

v

Capaian Kinerja meningkatnya Persentase Anggota Kelompok
Pembangunan Keluarga Aktif, pada tahun 2025 sebesar 85% lebih kecil
dibanding Target Akhir Renstra Tahun 2026 yakni 86 %, sehingga tingkat
kemajuannya sebesar 98.83%.

Capaian Kinerja Menurunnya Persentase Penurunan Keluarga Pra Sejahtera,
pada tahun 2025 sebesar 30,48% lebih besar dari Target Akhir Renstra Tahun
2026 yakni 30.50%.

c. Pebandingan capaian Indikator Kinerja Tujuan 3 “Meningkatkan Tata Kelola

Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas,” tahun 2025

dengan target jangka menengah (2026) adalah sebagai berikut :

X/
%*

Target akhir Renstra tahun 2026 untuk Indikator Nilai evaluasi SAKIP PD
adalah sebesar 73.50 Point (Kategori Sangat Baik BB) sedangkan capaian
tahun 2025 sebesar 73,50 Point (Kategori Sangat Baik BB), sehingga tingkat
kemajuannya sebesar 100 %.

Target akhir Renstra tahun 2026 untuk Indikator Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) adalah sebesar 79.70 Point (Kategori Baik B) sedangkan
capaian tahun 2024 sebesar 85,33 Point (Kategori Baik BB), sehingga tingkat

kemajuannya sebesar 107,06 %.
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B. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan Realisasi

Kinerja Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan atau Kabupaten Tetangga,

diuraikan sebagai berikut :

Capaian Kinerja Persentase
Kabupaten capaian
NO TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR KINERJA
Kabupat | Provin | Nasio [ Provin | Nasion
en si nal si al
1) ©) ©) 4 G |6 7 8
1 Meningkatkan kesetaraan | PUG 9,09 n/a n/a n/a n/a
gender, perlindungan perempuan
dan anak serta kualitas keluarga
1.1 | Meningkatkan kualitas Capaian Level APE Madya Mentor n/a n/a n/a
dan Pemberdayaan
perempuan Persentase lembaga Non [ 85,71 % n/a n/a n/a n/a
Pemerintah aktip melaksanakan
PUG
Kontribusi perempuan | 61,74 % n/a n/a n/a n/a
dilembaga pemerintah
1.2 | Meningkatnya pemenuhan | Persentase perkawinan dibawah 0.032 n/a n/a n/a n/a
hak-hak anak dan umur 19 tahun
perlindungan khusus anak | Tingkat capaian KLA/Indeks Madya n/a n/a n/a n/a
PUHA
Persentase korban kekerasan 100 % n/a n/a n/a n/a
terhadap perempuan yang
mendapatkan pelayanan sesuai
kebutuhan korban
2 Mengendalikan jumlah dan | TFR 2,03 2,09 2,1 102,87 103,33
Kualitas penduduk %
2.1 | Meningkatnya Kualitas ASFR 15-19 18 21 19,07 114,28 105,67
Penyelenggaraan Keluarga % %
berencana Persentase Peserta KB Aktip 25,67 % n/a 68,6 n/a 38 % %
MKJP
Unmet Need 8,75 5,7 7,4 46,50 % | 80,13%
2.2 | Meningkatnya Persentase anggota kelompok 85 % n/a n/a n/a n/a
keberdayaan kelompok pembangunan Keluarga aktif
dalam pembangunan Persentase penurunan keluarga 30,48 % n/a n/a n/a n/a
keluarga Pra Sejahtera
3 Meningkatkan  Tata  Kelola | Nilai evaluasi SAKIP PD BB (73,5) 65,93 n/a 114,4% n/a
Pemerintahan yang Baik dan
Pelayanan Publik yang
Berkualitas
Indeks Kepuasan Masyarakat [ BB(85,33) 87,5 n/a 97,52% n/a
(IKM) Perangkat Daerah
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3.1 Meningkatnya Nilai evaluasi SAKIP PD BB (73,5) 65,93 n/a 114,4% n/a
kinerja tata kelola

pemerintahan  dan | [pdeks Kepuasan Masyarakat | BB(85,33) 87,5 n/a 97,52% n/a

kualitas pelayanan (IKM) Perangkat Daerah
publik  didukung

dengan manajemen
administrasi
perkantoran
pemerintahan yang
baik

Dari tabel diatas terlihat ada beberapa Indikator yang tidak dapat
dibandingkan dengan Capaian Kinerja Provinsi Jawa Tengah dan atau Capaian
Kementrian PPPA dan Kemendukbangga. Hal ini dikarenakan ada beberapa
indikator tidak di pergunakan oleh Provinsi Jawa Tengah maupun Kementrian
PPPA dan Kemendukbagga sehingga capaian kinerjanya tidak dapat
diperbandingkan. Hal ini bukan berarti bahwa program dan Kegiatan yang
dilaksanakan oleh DP3AKB Kabupaten Grobogan tidak selaras dengan Program
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun tidak selaras dengan program
Pemerintah Pusat.

a.1 Pebandingan capaian Indikator Kinerja Sasaran 1.1 “Meningkatkan kualitas dan
Pemberdayaan Perempuan,” tahun 2025 dengan Capaian Kinerja DPPA

Provinsi Jawa Tengah dan Nasional adalah sebagai berikut :

v Capaian Indikator meningkatnya Level APE tahun 2025, DP3AKB
Kabupaten Grobogan memperoleh Penghargaan Anugerah Parahita
Ekapraya dengan kategori MADYA. Sedangkan Capaian Kinerja DPPA
Provinsi Jawa Tengah memperoleh Kategori Mentor. Hal ini
menunjukan bahwa capaian kinerja DP3AKB Kabupaten Grobogan
masih dibawah capaian kinerja Provinsi dalam pencapaian dan
perwujudan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, serta memenuhi kebutuhan anak.

d. Pebandingan capaian Indikator Kinerja Tujuan 2 “Mengendalikan jumlah dan
Kualitas penduduk,” tahun 2025 dengan Capaian Kinerja DPPA Provinsi Jawa
Tengah dan Nasional adalah sebagai berikut adalah sebagai berikut :
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Capaian Indikator TFR tahun 2025 sebesar 2.03, lebih baik dibandingkan
capaian TFR Provinsi Jawa Tengah yakni 2.09 dan capaian indikator TFR
Nasional yakni 2.10 artinya bahwa Kabupaten Grobogan saat ini telah berada

pada kondisi penduduk tumbuh seimbang.

b.1 Pebandingan capaian Indikator Kinerja Sasaran 2.1 “Meningkatnya Kualitas
Penyelenggaraan Keluarga Berencana,” tahun 2025 dengan Capaian Kinerja
DPPA Provinsi Jawa Tengah dan Nasional adalah sebagai berikut adalah

sebagai berikut :

v Capaian Kinerja menurunnya ASFR 15-19 pada tahun 2025 adalah 18
kelahiran per 1000 wanita lebih kecil di banding capaian kinerja Provinsi
Jawa Tengah yakni 21.00 kelahiran per 1000 wanita dan Capaian kinerja
Nasional yakni 19.07.

v’ Capaian Kinerja meningkatnya Persentase Peserta KB Aktif MKJP pada
tahun 2025 sebesar 25,67% lebih kecil dibandingkan Capaian Kinerja
Nasional yakni 68.60 %.

v' Capaian Kinerja menurunnya Unmet Need pada tahun 2025 sebesar 8,75
lebih besar dibanding capaian kinerja provinsi sebesar 5.7 dan capaian
kinerja nasional sebesar 7.4.

e. Pebandingan capaian Indikator Kinerja Tujuan 3 “Meningkatkan Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas,” dengan
Capaian Kinerja DPPA Provinsi Jawa Tengah dan Nasional adalah sebagai
berikut adalah sebagai berikut : :

% Capaian Indikator Nilai evaluasi SAKIP PD adalah sebesar 73,5 Point
(Kategori Sangat Baik BB), lebih besar dibanding Capaian Provinsi Jawa
Tengah yakni 65,93 Point.
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4. Analisis keberhasilan/kegagalan capaian kinerja serta solusi yang telah
dilakukan
Sesuai hasil analisis capaian kinerja di atas, faktor pendukung keberhasilan
pencapaian kinerja level tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :
Tabel ..

Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

Reali Analisis
% Solusi
sasi . | Keberha
NO TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR KINERJA | Target Capai N yang
sllan/Ae
an dilakukan
gagalan
1) @ ®) ) ©)
1 Meningkatkan kesetaraan | PUG 9,1 9,09 99,8 %
gender, perlindungan perempuan
dan anak serta kualitas keluarga
1.1 | Meningkatkan kualitas Capaian Level APE Madya Madya 100 %
dan Pemberdayaan
perempuan Persentase l‘embaga Non | 85,75 % 85,71 % | 99,95 %
Pemerintah aktip melaksanakan
PUG
Kontribusi perempuan | 61,74 % 61,74 % 100 %
dilembaga pemerintah
1.2 | Meningkatnya pemenuhan | Persentase perkawinan dibawah [ 0.016 0.032
hak-hak anak dan umur 19 tahun
perlindungan khusus anak | Tingkat capaian KLA/Indeks Madya Madya 100 %
PUHA
Persentase korban kekerasan 100 % 100 % 100 %
terhadap perempuan yang
mendapatkan pelayanan sesuai
kebutuhan korban
2 | Mengendalikan jumlah dan [ TFR 2.03 2,03 100 %
Kualitas penduduk
2.1 Meningkatnya ASFR 15-19 18 18 100 %
Kualitas
Penyelenggaraan Persentase Peserta KB Aktip 24.95 % 25,67 % 102,9
Keluarga MKJP
berencana Unmet Need 9.21 8,75 105 %
2.2 Meningkatnya Persentase anggota kelompok 85 % 85 % 100 %
keberdayaan pembangunan Keluarga aktif
kelompok dalam Persentase penurunan keluarga 31.25% | 30,48 % 102,6 %
pembangunan Pra Sejahtera
keluarga
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Meningkatkan  Tata  Kelola | Nilai evaluasi SAKIP PD Bb (76) | BB (73,5) | 96,71 %
Pemerintahan yang Baik dan
Pelayanan Publik yang
Berkualitas
Indeks Kepuasan Masyarakat | B(77,8) | BB(85,33) | 109,7 %
(IKM) Perangkat Daerah
3.1 Meningkatnya Nilai evaluasi SAKIP PD BB (76) | BB (73,5) | 96,71 %
kinerja tata kelola
pemerintahan  dan | [ndeks Kepuasan Masyarakat | B(77,80 | BB(85,33) | 109,7 %
kualitas pelayanan | (IKM) Perangkat Daerah )
publik  didukung
dengan manajemen
administrasi
perkantoran
pemerintahan yang
baik

E.I Penyebab Keberhasilan.

E.I1 Tujuan 1 : Meningkatkan Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan

dan Anak serta Kualitas Keluarga.

Keberhasilan pada Tujuan ini didukung melalui 2 Sasaran dengan 6

Indikator .
sangat Baik.

E.ll.a Capaian Level APE sebesar 100 %;

Keberhasilan Indikator ini didukung oleh :

> Optimalisasi peran perempuan dalam pengambilan kebijakan;

Pada tahun 2025, DP3AKB Kabupaten Grobogan

Dari 6 indikator, seluruhnya telah menunjukkan capaian kinerja

melaksanakan pekerjaan Bimbingan Teknis Kaukus Perempuan
Politok (KPPI)
partisipasi perempuan dalam bidang Politik Hukum dan Sosial.

Indonesia dengan tujuan meningkatkan

Optimalisasi kegiatan sosialisasi, advokasi dan fasilitasi
ketahanan keluarga.

Pada tahun 2025, DP3AKB Kabupaten Grobogan telah
mengoptimalkan peran Forum Kesetaraan dan Keadilan Gender
(FKKG) dalam Pembentukan Desa Ramah Perempuan dan
Peduli Anak.

Menjadikan FKKG sebagai wahana advisory / penganjur upaya
- upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan oleh para pihak,
dengan mendasarkan pada aturan maupun kebijakan yang
sudah ada, serta membantu meningkatkan komitmen yang dapat

mempercepat pencapaian kesetaraan keadilan Gender.
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EIL1l.b  Presentase lembaga Non Pemerintah aktip melaksanakan PUG
sebesar 99.95%;

Keberhasilan Indikator ini didukung oleh :

> Penguatan peran Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan
Perempuan dan penambahan kegiatan untuk meningkatkan
pemberdayaan perempuan.

> Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan
Perlindungan Perempuan.

E.Il.c Kontribusi perempuan dilembaga pemerintah, sebesar 100%;
Keberhasilan Indikator ini didukung oleh :

> Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik,
Hukum, Sosial dan Ekonomi.

» Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan
Kualitas Keluarga.

E.I1.d Persentase perkawinan dibawah umurl9 tahun, sebesar  %;
Keberhasilan Indikator ini didukung oleh :
» Fasilitasi Pertemuan Forum Anak Kabupaten.
» Bimbingan Teknis Perlindungan Anak Terpadu berbasis
Masyarakat.
» Fasilitasi Pertemuan Forum Anak Kecamatan.

E.Il.e Tingkat capaian KLA /Indeks PUHA, sebesar 100 %;
Keberhasilan Indikator ini didukung oleh :
> Fasilitasi Tim Gugus Tugas KLA Kabupaten.

E.I1.f Prosentase korban kekerasan terhadap perempuan yang
mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan korban, sebesar 100%.
Keberhasilan Indikator ini didukung oleh :
» Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak.
> Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas Hidup Anak.
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E.I.2 Tujuan 2 : Mengendalikan jumlah dan Kualitas penduduk

Keberhasilan pada Tujuan ini didukung melalui 2 Sasaran dengan 5
Indikator . Dari 5 indikator yang diukur, seluruhnya telah menunjukkan
capaian kinerja sangat Baik.

E.I.2.a ASFR 15-19 sebesar 100 %;
Keberhasilan Indikator ini didukung oleh :

» Pembinaan Forum Genre dan PIK Remaja;

» Pemilihan Duta Generasi Berencana (GENRE) Kabupaten
Grobogan.

» Bimbingan Teknis Perlindungan Anak Terpadu berbasis
Masyarakat.

> Penyediaan Biaya Operasional untuk pendampingan sasaran
Calon Pengantin (CATIN).

E.I2.b Persentase Peserta KB Aktip MK]JP, sebesar 102,9%
Keberhasilan Indikator ini didukung oleh :
» Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka
Panjang (MKJP);
» Penyediaan Biaya Operasional Pelayanan KB di Faskes.
» Penyediaan biaya pembinaan KB Pasca Persalinan.

A\

Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan
Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan
Termasuk Jaringan dan Jejaringnya.
» Penyelenggaraan Dukungan Media Komunikasi, Edukasi dan
Informasi (KIE).
E.I.2.c Unmet Need, sebesar 105 %

Keberhasilan Indikator ini didukung oleh :
» Penyediaan Biaya Opresional Distribusi ALOKON);
» Penyediaan Biaya Operasional Penguatan Kampung KB Tingkat
Kabupaten.
» Penyediaan Biaya Pembinaan dan Pembekalan Pokja Kampung
Keluarga Berkualitas..
» Penyelenggaraan Dukungan Media Komunikasi, Edukasi dan

Informasi (KIE).
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E.I2.d Persentase anggota kelompok pembangunan Keluarga aktif, sebesar
100%

Keberhasilan Indikator ini didukung oleh :
» Penyelenggaraan orientasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
(PEK).
» Penyediaan Biaya Operasional Kegiatan PPKS di Balai
Penyuluhan KB.
E.I.2.e Persentase penurunan keluarga Pra Sejahtera, sebesar 102,6%

Keberhasilan Indikator ini didukung oleh :
» Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga;
> Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan
Keluarga Sejahtera.

E.I.3 Tujuan 3 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan
Pelayanan Publik yang Berkualitas.

Keberhasilan pada Tujuan ini didukung melalui 1 Sasaran dengan 2
Indikator . Dari 2 indikator, seluruhnya telah menunjukkan capaian kinerja
sangat Baik.

E.I.3.a Nilai evaluasi SAKIP PD, sebesar 96,71 %;

Keberhasilan dalam mencapai Indikator ini didukung oleh beberapa
faktor antara lain :

» Dilaksanakannya Penyusunan RENSTRA OPD

» Penyediaan Akomodasi Rapat Monitoring dan evaluasi.

E.I3.b Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD, sebesar 109,70 %;
Keberhasilan dalam mencapai Indikator ini didukung oleh beberapa
faktor antara lain:

» Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai;
» Tersedianya Sumber Daya manusia yang kompeten.
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E.Il. Hambatan.

Akuntabilitas  kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan

pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja

pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi

organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima

laporan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan

atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang

telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Dalam hal pencapaian target kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan memiliki

hambatan dan kendala-kendala, sebagaimana yang diuraikan dibawah ini :

7
L X4

X/
L X4

Hambatan yang disebabkan Faktor Sosial Budaya

Faktor Sosial Budaya adalah faktor yang sulit diubah di Kabupaten
Grobogan. Pada beberapa wilayah tertanam keyakinan yang sangat kuat
bahwa bila anak perempuan tidak segera menikah maka akan dianggap
“perawan tua” yang menurut tata nilai di wilayah tersebut adalah sebuah
gelar yang buruk.

Faktor lain terkait sosial budaya pada kehamilan remaja adalah
kecenderungan orang tua yang ingin segera lepas dari tanggung
jawab membesarkan dan mendidik anak perempuannya.

Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan,
program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan
lingkup daerah kabupaten/kota dan sub kegiatan koordinasi dan
sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan
perlindungan khusus kabupaten/kota direalisasikan sesuai dengan kasus

yang terlapor dan tertangani, sehingga kasus kekerasan terhadap
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perempuan dan anak yang terjadi di Masyarakat tidak seluruhnya
terdeksi.

% Tingkat efektifitas ber-KB.

Kesertaan dari Pasangan Usia Subur (PUS) dalam ber-KB yang sangat
rendah baik peserta KB Aktif maupun peserta KB Baru masih rendah.
Pada tahun 2025, tercatat hanya sebesar 25,71 % dari total PUS sehingga
tidak banyak daya ungkitnya untuk menurunkan fertilitas. Hal ini
disebabkan segmentasi sasaran program belum difokuskan kepada PUS
Usia Muda Paritas Rendah (PUS MUPAREN) serta peserta KB baru yang
benar benar murni bukan dari peserta KB ganti cara yang dicatat sebagai
peserta KB baru, disamping itu masih ada wanita melakukan
perkawinanpertama di usia 16-18 tahun.

% Masih terbatasnya sumber daya manusia dan tenaga teknis, saat ini Dinas
Pemberdyaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kabupaten Grobogan masih memiliki kekurangan sumber daya manusia
khusunya untuk petugas lapangan KB, petugas lapangan KB saat ini
dirasa belum cukup memadai untuk bisa memenuhi seluruh wilayah yang
ada di Kabupaten Grobogan, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi
jalannya program pengendalian penduduk.

% Sarana dan prasarana yang belum cukup menunjang khususnya di bidang
pemetaan perkiraan penduduk, sarana penunjang seperti alat dan juga
komputer khusus yang ada dirasa masih kurang untuk menunjang
kegiatan pemetaan sehingga jalannya kegiatan selama ini masih belum

bisa optimal.

E.IT1. Solusi Alternatif

% Melaksanakan kegiatan pelayanan KB sejuta akseptor pada

peringatan hari kontrasepsi dunia.
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X/
L %4

7/
L X4

7/

7/
L X4

Menindaklanjuti edaran-edaran dari pusat baik dari BKKBN pusat
maupun kementrian/Lembaga lainnya. contohnya kebijakan untuk
tidak memangkas anggaran penggerakan KB MKJP pada saat terjadi
refocusing maupun automatic adjusment, tidak memangkas kegiatan
ProPN melibatkan kelompok kegiatan dengan harapan poktan-poktan
tersebut mampu memberikan dampak yang besar bagi penurunan
TFR.

Tetap melaksanakan mekanisme pengendalian program dan kegiatan
melalui instrumen monev, dengan tujuan salah satunya adalah untuk
memonitor pencapaian kinerja secara berkala agar bila terdapat tanda-
tanda tidak tercapainya TFR dapat segera diambil kebijakan teknis
terkait.

Optimallisasi pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan
prasarana aparatur dan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan.

Peningkatan program dan advokasi kebijakan terkait pemberdayaan,
pencegahan kekerasan dan perlindungan terhadap perempuan serta
penguatan ketahanan keluarga dan data.

Peningkatan program, kebijakan dan sinergitas terkait Pemenuhan
Hak dan layanan perlindungan khusus Anak.

Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia.
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5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah dapat

dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Indikator Kinerja Anggaran
el Hasil Perkalian 2 o
ND TujuaniSasaran !n-g a- Capaian Kinerja dan Sl ML Interprestasi
efisiensi dengan serapan
.. | Persentase . Persentase Anggaran
Target Realisasi Capaian Anggaran [Rp) Realisasi [Rp) Capaian
Meningkatkan Tata Nilai evaluasi SAKIP PD| BB (76) |BB (73,5)96,71 0%
Kelola Pemerintahan Indeks Kepuasan
. B 6,947,376,650 | 6,348,114,055 91.37
yang Baik dan Pelayanan |Masyarakat (IKM) (77:80) 85,33 | 100% R e 75%
Publik yang Berkualitas |Perangkat Daerah ' 6,947,376,650 | 599,262,595 |Efisen
Meningkatkan
kesetaraan gender,
perlindungan PUG 9.1 9,09 99.8 % 958,207,100 911,296,054 95.10| 2,5%
perempuan dan anak
serta kualitas keluarga 956,290,685.80 | 44,994,631.80 |Efisen
Capaian Level APE Madya Madya 100% 25%
Meningkatkan kualitas ~ [Persentase lembaga  Nea
- d o o (P4
dan Pemberdayaan ggmh aktlp melakseodkan(8575% | 85.71% | 99.95% | goga18600 | 625,164,050 | 9527 2%
— Perempuan - -
Rontibusi perempuan dlembaga ¢, 2100 | 61740, | 100% 2,5%
pemerintah !
p an
L};;rl;etll;a_:h::rkawinan o R 0,032
Meningkatnya Tingkat capaian KLA/Indeks ,
pemenuhan hak-hak PUTIA Madya Madya 100% 5%
anak dan perlindungan |Persentass korban kekerasan 301,988,500 286,132,004 | 94.75
khusus anak :;Zﬁ;;?;::;:ism 100% 100% 100% 5%
icebuthan korban_
Mengendalikan jumlab) o 2.03 2.03 100% | 14,315,977,600 | 13,856,023,765 96.79| 2.50%
dan Kualitas penduduk .
14,315,977,600 | 459,953,835 |Efisen
Meningkatnya Kualitas ?S-FRtlj -;9 - 18.00 18 100% 5%
Penyelenggaraan A]:se;;é;) eserta 24.95 25,67 100% 6,474,028,600 | 6,078,289,365 | 93.89 5%
—Keluarga berencana D
Unmet Need 9.21 8.75 105% 5%
Persentase anggota
— kelompok pembangunan
Eiim.:igkamyak . \ |Keluarza aktif ( 85.00 85 100% 0%
eoerdayaan kelompok g BRR BKL dan 7,841,949,000 | 7,777,734,400 | 99.18
dalam pembangunan
i UPPKS )
keluarga Persentase penurunan
kelurga Pra Sejahtera 3125 3048 103% 0%
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6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

pencapaian kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

INDIKATOR % Menunjang ! tidak
. . PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA . . .
MO | Tujuani Sasaran KINERJA Capaian % Capaian Menunjang
1 2 3 4 i B
Ieningkatkan Tata Kelola  [hilai evaluasi SAKIP Persentase Laporan Keuangan sesuai standar 100 % Menunjang
Pernerintahian vang Baik dan |FD . akuntansi publik
Pelayanan Publik vang %N -
Berkualitas Indeks Kepuasan Cakupan pemenuhan kebuiuhan rtin 100 # Menniang
n Iagyarakat [IKM) 0% penunjang Kinerja perangkat daerah
Perangkat Daersh
PROGRAM PENUNJANG LRUSAN
: o hilai evaluasi SAKIP PEMEFINTAHAN DAERAH KABUPATEN | Persentase pemenuhan dokumen perilaian 00 % Menunjang
Meringkatrya kinerjatata |pp K0T fla
kelola pemerintahan dan
L1 kualitas pelayanan publik ®n=
didukung dengan manajemen Indeks Kepuasan MenLinjang
admiristrasi perkantoran | Masvarakat (IK8) T
pemeriniahan yang baik | Perangkat Dagrah
1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Tepenuhinya kebutuhan rutin penunjangan o0 # TMEnLn|ang
finerja Perangkat Daerah kinerja perangkat daerah.
a Peryusunan Dokurnen Perencanaan Perangkat| Tersusunnya Dokumen Perencanaan 1 Dokurmen menurang \
. 1
Daerah [Dinas Pemberdayaan Perempuan dan | perangkat Dagrah \
. 1
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana) \
i
1
2 Adrninistrasi Feuangan Perangkat Dacrah Terausunnya dokumen penyelengaraan 0 % menurang
Administrasi Feuangan SPO-DF34KE
b Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASK " orang! bulan) MErUn|ang
3 Ahrsias Baang Mk Daanah pads Tersaianmanaan dobwnishes Baanr A Eg i MErUn|ang
Frrapghal aensh Davsh pack Faranhaf Davdh
c Penatauzahaan Barang ilik Dagrah pada Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik 2 Laparan TErinjang
SkPD Daerah pada SKPD
MEnun|ang
4 Arryslass e Faraagbat Dacrah .- ke
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik! Tersedianya Komponen Instalasi Listrik! EnUn|ang
d 0 Paket
Penerangan Bangunan Kantor Penerangan Bangunan Kantor
e Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor B Paket menuniang
rmenunjang
f Penvediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan 5 Paket
Penggandaan
rmenUnjang
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Terzedianys Bahan bacaan dan Peraturan
a 2 Daokurnen
Perundang-undangan Perundang - undangan
menunang
h Penyedizan Bahaniaterial Terpenuhinya kebutuhan BaharfMaterial 1 Paket
Fenyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Terlakzananya Rapat Koordinasi dan @ L rEnunEng
Konsultasi SKPD Konsultasi SKPD aperan
. Fivmaciaan s Ak Davrah Pamcryan | Toraksanangen pongmactasn hacsng s w : menniEng
: L e Fomnnah sl JEESE) B
Pengadasn Sarana dan Prasarana Bedung Terlaksananya Pengadaan Sarana dan MMEnun|ang
Prazarana Gedung Kantor atau Bangunan 8 Lrit
K.antor atau Bangunan Lainnya
Lainnya
5 Py pctors asa Farneyang s Tersedion Jrse Fanayang Liusa . . mmeruriang
SRS Sl RS Szl -
. rmenUnjang
k Penvediaan Jasa Surat Menwurat Terselenggaranya kegiatan surat menyurat 2 Laparan
Penyediaan Jaza Kormunikasi, Sumber Dava Air| Tersedianya Jaza Kormunikasi, Surnber Daya menunjang
o . 12 Laparan
dan Listrik Air dan Listrik
rmenUnjang
m Penyediaan Jasa Pelapanan Urmurm Kantor Terzediannya Jasa Pelayanan Urnurm Kantor 1z Laparan
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=} C r a n J I
. " . . " MEnLInjang
Fematiharasn Exang Mk Dosrah Feeuryang | Tersdlerpararyss pemelifaraan Bsang Mitk i %
Livisan Fameriniahan Daerah [aerah
] ] ] ] mEnunjang
Perwediaan Jaza Perneliharaan, Biava Terbavarnya Jasa Perneliharaan, Biava
Pemeliharaan dan Pajak Fendaraan Perorangan| Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan i Init
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Dinas Operasional alau Lapangan
_ ) _ ) MEnUnjang
Perwediaan Jaza Perneliharaan, Biava Terbavarnya Jasa Perneliharaan, Biava
Pemelibaraan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan |Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan 5 Init
Dinas Operasional atau Lapangan Dinas Operasional alau Lapangan
] - N mEnunjang
PermeliharaarFehabilitasi Gedung Rantor dan | Terlakaanarya PemeliharaarPehabilitasi ; it
Bangunan Lainnya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
PemeliharaarPiehabilitasi Sarana dan Terlakaananya PemeliharaarFehabilitazi mEnuniEng
Prasarana Gedung Kantor alau Bangunan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau ki Unit
Lainnya Bangunan Lainnya
menLnjang
heninakatkan kesetaraan
Gender, Perlindungan .
: )
perempuan dan anak serta e 9978 "
kualitas keluarga
Capaian Level APE ‘ et dal
= srmananensece | (SEIREEEEREE L |y
Proserlase lbaga DANPENEERDATARNPEREMPLAN [P0 ey ’
. rnewujudkan kesetaraan gender
penyedia layanan
Meningkathan kualitas dan | peningkatan kuglitas W%
Pemberdayaan Perempuan | keluarga yang akif
dalam mewujudkan
Katribusi perempuian .
di lembaga pemerintah L
Frtmbagaan Faamasismadn Gandr ) . menunjang
[Pt Sermbuaga Py * m’”‘;’:’;:f e | #
Kenargan Kobepatsrio = B
ilitasi Tenunan
Koordingsi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Terfasﬂ\tasmpa Koorcinasican e
K eweraroan Ksbunsterfiota SirkronisasiPelaksanaan Pengarustamaan 4 Dokumen
g " Gender PUG)Kewenangan abupatert fota
) TMenUn|ang
Flniberchyaa it G Fulll Temvananys Saondnass ol snkavaas’
Hudbom, Sl olan Sk pac Grpanisas’ ;;j; fi%;ffiiﬁwr.ffiaf i _'JW; FM‘ & X
Kemasgaatats fomenanmn A bt rint AL 4 : ’
Terlaksananya Sosialisas Peningkatan menunjang
Sosialisaal Peningkatan Partisipasi Perempuan | Partisipasi Pererpuan df Bidang Politik, 4 Dekumen
di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | Hukurn, Sosial dan Ekonomi Kewenangan
Kabupateriota
teningkatrva Organisas Masyarakat menunjang
Aok asi Kebijakan dan Pendampingan yanghlendapat Advokasi Kebijakan dan
Peringkatan Partisipasi Perempuan dan Paliik, | Pendarmpingan Peningkatan Partisipas 4 Organisasi
Hukurn, Sasial dan Ekonomi Peremnpuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan
Ekanarni Kewenangan Kabupaterd Kata
Fenguistan don Fanmmbanman  anbass i . o menunjang
Flrpecha L apansn Fambendapsan Ferampin ﬁ;ﬂ?”ﬁﬂm@wﬁﬂd e st &7 re
Kessarggan Kabpatskina i
Lidvakasi Kebijakan dan Pendampingan Terlaksananya Advokasi Kebijskan dan menunjang
kepada Lembaga Penyedia Layanan Pendampingan kepada Organisasi Penyedian 1 Lembaga
Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Lavanan Pemberdavaan Perempuan o
K. abupaterota K.ewenangan K.abupaterd Kota
Pengembangan Komunikas, Informasi dan | Tersedianya Komurikas Informas dan mendnang
Edukasi (KIE] Pernberdayaan Peremnpuian Edukasi[KIE) Pemberdayaan Perempuan 2 Diokurnen

Kewenangan Kabupaterfiota

Kewenangank abupaterfiota
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PROGRAM PEMINGKATAN KUALITAS

Meringkatnya korban kekerasan terhadap

mEnunjang

EEMPLIEN Yang mendapatkan pel ayanan il #
KELLARGA e P
2e3Ual kebuthan korban
g e . e UEOEY
Frngtatan Ruafias At dism Marpbatogg Auaiias Rl oilam 18
Azwgiathan ferataaan Gancar (NG dan At | Mbogadan Kesataraan Gandr (RG] dan Hab F L
Ak Tinghaf Coeral Katepatern ol Anat
fidvokasi Kebijakan dan Pendarnpingan untuk. | Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan menurjang
Mewujuidhan kesetaraan Gender (KG) dan Pendampingan untuk Mewujudkan Kesetaraan
. ) 1 L embaga
Perlindungan Anak Kewenangan Gender [KG) dan Perlindungan
Kabupaterfiota AnakKewenangan K abupateriota
Perigembiangan Kegiatan Masyarskatuntuk | Terlaksanarya Pengembiangan Kegiatan menuriang
Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan — [Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas 2 Diokumen
Kabupaterfiota Keluarga Kewenangan Kabupaterota
FiEnujan
AL R el Meringkatnya ketersediaan data pilah gender 100 % i
GENDER DN ANK SEH FIERE :
Fomgumptan, Fangaiahan dnalivs oin menLnjang
Flarypian Dt Gandr dlan dnak Dalam Mty Das Gendly i dngk Datam i i
Kelambamadn Otz of Tinghat Dagesh Refemhaman i
At
) UEOEY
Penyediaan Data Gender dan Anak di Tersedianya Data Gender dan Anak. g
2 Diokumen
Kewenangan Kabupatertiota Kabupatenfota
. menunjang
Peryajian dan Pernanfastan Data Gender dan | Terlaksananya Penvajian dan Pemanfagtan
Ainak dalam Kelembagaan Data di kewenangan (Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan 0 Diokumen
Kabupaterfota Data di Kewenangan Kabupaterttota
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Terzedianya Layanan Peningkatan Kualitaz x o MendnEng
Hidup Anak Kewenangan Kabupaterfiota Hidup Anak Kewenangan Kabupaterdtata ang
Penguatan Jejaring antar Lerbeaga Peryedia Terlaksanarya Penguatan Jejaring Antar Menuniang
N L Lembaga Pervedia Layanan Peningkatan
Layanan Peningkatan Kualitaz Hidup nak KualitasHidun Anak K Kabumater! 4 Diokurmen
Tingkat Daerah Kabupaterfota K;jlaa‘ asniclip Anak Rhewenangan RahLpate
PROGRAN PERLINDUNG &M KHUSUIS ANAK 0 %
Farpetadn Lavarsarn Bag Anak jang
Adamantsbas Felinctinan Rinsos g
Adamantsban Koordnay Tghaf aaralh
Rafpatay' Kok
Peryediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Terseddanya Ltayanan Pengadiuan
X . Magyarakatbagi Anak vang Memerlukan
bagi Anak vang Mermerlukan Perlindungan ; . 0 (Orang
Khusus Tingkat Daersh Kabupatertiata Perlindungen Khusus Tingkat Daerch
g . Kabupaterikota
Mengendalikan Jurmlah dan 2 menunjang
Kualitas Penduduk U 100%
ASFRE- 1 0% mendnEng
Meringkatnya Kualitas | Persentase Peserta . Frogram pengendalian pendududk Menurunnya angka kelahiran 21 4 TMENLIN|ang
Perwelenggaraan Keluarga | KB Aklip MRJP 007
berencana Urrel Need TMENLIN|aNg
08%
Flanmstaan Fackiraa Fangendalian Fandiatd | Tonslangparans damaiy pancala? o P e meninang
Eabeman Daerat Aabiofs oanana BE Rk RE -
Pernbinaan dan Pengawaszan Penyelenggaraan| Terlaksananya Pemanfastan Data Hasil 5 Dokumen Tnenunjang
Sistern Informasi Keluarga Pernctakhiran Data Keluarga
menunjang
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Terlaksananya Pencatatan dan Peng.mpLlan 1 Laporan

Data Keluarga
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= =] n | 1) I
menunjang
a Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian | Terlaksananya Pengolahan dan Pelaparan 1 Dokumen
Lapangan dan Pelayanan KB DataPengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
menunjang
PROGRAM PEMBINAAK KELUARGA . . .
H BEFENCANA KE) feningkatnya peserta KB akif 7 b4
. Y . menLnjang
Filataanaan dobabar, Anmeatas informas X ) )
I3 s Ect s (KIE] Pongctahan Pt jf? sty bl pelsssrsanogam |
Az KB seseast Rafan Sakwe Loks!
Terlaksanarwa Advokasi Program Bangga Men.Iang
& Advokasi Program Bangga Kencana oleh Pokja |Kencana [Pembangunan Keluarga, v Orgarisasi
kepada Stakeholder dan Mitra Kerja Kependudukan, dan Keluarga Berencana) g
kepada Stakeholders dan itra Kerja
Terlaksanarya Promaosi dan KIE Program merniang
Promosi dan KIE Program KKBPK belalui Bangga fencana [Pembangunan keluarga,
ac Iedia bassa Cetak dan Elektronik serta Media | Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 1 Dokumnen
Luar Ruang ttelalu Media Massa Cetak dan Elektronik serta
Media Luar Ruang
Temakaar arya MERanisme Uperasorel TenLnjEng
Pelaksanaan Mekani sme Operasional Pragram :;Tﬁ:ng BEQQE: dEdeSE::acEaP:E;z:?u:m
ad KKBPK, Melalui Rakaorcam, Rakordes, dan 5. e ] ! - s i Laporan
Mirilok Berencanal Melalui Rapat Koordinasi
Kecamatan [FRakorcan), Rapat Koordinasi Desa
[(Bakordesl dan bding | gkakana (hdinilok]
Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balal Menunjang
- Pengelolaan Operasional dan Sarana di Bala | Penyuluhan Bangga Kencana [Pembangunan 1 Laporan
Penuuluhan KEBPE Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga P
Berencanal
C G H | J K
. . MErLNang
7 Fendsaqunadn Tenam Fanaiih Kbt Farfainas At dalam & o
' REPe s L aparaan B FKAFLRES Fhaktan FRE BRA BRE, FIR R dlan LFFR "
Terkelolanya Operasional dan Sarana di Bala MEn.n|ang
. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Penyuluhan Banggs Kencana [Pembangunan m o
g Pedesaan[IMP) Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga 4
Berencana)
Fasilitasi Pelaksanaan Peryuluban, Terlaksananya Penyuluhan, Pengerakan, MEnN.nang
Pengerakan, Pelayanan, dan Pengembangan | Pelavanan, dan Pengembangan Program
ah Program Bangga Kencana untuk Petugas Bangga Kencana untuk Petugas Keluargs 12 Laporan
Keluarga Berencandpenyuluh Lapangan Berencanapenyuluh Lapangan Keluarga
Keluarga berencana [FKRIPLKE] berencana [PKPPLKE)
; ; MErLniang
P cen Padnbusin Koty | "0 el Pirebian cin
. Fendeinboman Kabuthan A dan Lba o
# At ot Ebat Konfasams sodfs Felabsanaan | . & &
P kS o Daerahitabugatns Awriaseos sanfa Flabsanaan Flasnan AR
B ‘ of Dasrab Kttt
_ o _ menLniang
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat | Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian
| Kortrazepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan | 4lat dan Obat Kontrazepsi dan Sarana 1 Laparan
KE ke Fasilitas kesehatan Termasuk Jaringan  |Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas F
dan Jejaninanya Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejanngnya
T drya Peningkatan Kesert menLinjang
) Peringkatan Kesertaan Pengounaan Metode ErHLLEya T Enrghaan Tieseran
El Koriraseps Jangka Pariang [MUP) Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka 4034 COrang
Pl Sangharaniang Panjang (MKJP)
) MErLniang
e Pelayanan Keluargs Betencans Terlaksanznya Pembinazn Pelayanar.w Keluarga
g Berencana dan Kesehatan Reproduks di
a dan Kesehatan Feproduksi di Fasilitas ) ; 3 Laporan
. . Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan
Fezehatan termasuk Janingan dan Jejanngrvs | .
Jjaringrya
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= (5 =4 r a n 1 o I
Flmbeniauaan G Faraataen Fadn sais Mrsvaphatge peran enrvisast menLnjang
5 L yzasi Kamagparabaian Tinghal Daarah ]E_mm;w chin dymlw AR @ s
Kabunaiaa ot oz Falatsanaer Falaenan Jéﬂfbuﬁm =
A Pt Aesariaz S =
Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelalaan menLnjang
a Pelakzanaan dan Pengelolaan Program KEBPR] Program Bangga Kencana (Pembangunan 6 Kampung
di Kampung KB Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga
Berencana) di Karmpung KB.
Persentase anggata MEnLIn|ang
kelompok
| Eelmhanguknafm 00
gz:;’;gota;:f:r:eberdayaa” BEEE%L:LL[ o PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN Meningkatnya Cakupan PUS peserla KB © o
FEMNGKATAN KELUARGA SE JAHTERA (KS]|  Anggota Poktan | BKE, EKR, BKLPPRKS |
| Ipembangunan keluarga LPPKS ] _
Persentaze mMEnLUnjang
penLnan kelurga 03
Pra Sejahtera
menurnjang
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui o
20 Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan 85 b4
pengalahan pangan
[eluarga
menUnjang
Pengadaan Sarana Kelornpok Kegiatan Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelormpaok
an [etahanan dan Kessjahteraan Keluarga [BRE,  |Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan 2 nit
BKR, BEL, PPPKS, PIK-FA dan Pemberdayaan  |Keluarga [BRE, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan
Ekonomi Keluarga UPFKS] Pemberdayaan Ekonomi Keluargal IPFKS]
Ot lam Pelalivan Teknis Pergelela Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis menunjang
X Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan
o Fetahanan dan Kesejahteraan Keluarga [BKE, Keluars 1 Laparan
Em;ﬁ;ﬁ::ﬂ'ﬁgfan Pemberdaya=n |{eKe, BXR BKL PPPKS, PIk-Rden
Pemberdayaan Ekonomi KeluargaUPPRS)
fenUIniang
Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Teraksanznya F’enge\u\aan Ketaranan
ap Pelayarin Keluarga Sejshiera [2PKS) Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga 1 Laparan
Sjahtera [PPES)
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta MEn.n|ang
Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daersh Merinakatnua oerar organisas
21 K.abupaterd Kota dalam Permbangunan Keluargal e garak:lanp ddam gemban unankeluarga a0 #
Melalui Permbinazn Ketahanan dan 4 D g 8
Kezejahteraan Keluarga
Perdayaguraan e Nera dan LT gansas Terakaanarya PenoayagUrasr 1Ta e a oar TEnLnEg
Kernasvarakatan dalam Penggerskan (Organizasi Kernasvarakatan dalam
Operasional Perbinaan Program Ketshanan  [Penggerakan 1 L
o dan Kesejshteraan Keluarga (BKE, BKR, BEL,  [Operasional Pernbinaan Program Ketahanan aporen
PRPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonorni dan
Keluaroa IPEKE] Kegeizhteraan Kelaros [ERE BB BK]
menunjang
Pernantauan Data dan Informasi Keluarga Terlaksananya Permantauan Data dan Informasi
a Berisiko Stunting [ Termasuk Femaja, Calon | Keluarga Berisiko Stunting [ Termasuk Remaja, 1 Laporzr
PengantiniCalon PUS, Ibu Hamil, Pasca Calon PengantinCalon PUS, 1bu Hamil, Pasca
Salirftelahiran, BadutaBalita) Salinelahiran, BadutaBalita)
menuniang
Pendampingan Keluarga Beriziko Stunting Terlaksananya pendapingan Keluarga Berisiko
[TermasLk Rema)a, Calon PengantiniCalon Stunting [ Termasuk Remaja, Calan 1 L
® PUS; Ibu Haril, Pasca Salielahiran, PengartintCalon PLS, Ibu Harmil, Passa Aparan
BadutaBalita) Salinelahiran, BadutaBalita)
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan ! erﬁksaménya Feringkatan Fapazias s da mennjang
(Organizasi Kemnasyarakatan dalam Pengelalaan
(Organisasi Femasyarakatan dalam Pengelolaan )
. Program Ketahanan dan Kessjahteraan .
a Program K.etahanan dan Kesejahteraan Kelusras 1 Organisasi
Keluarga [BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIE-R dan (BKE, EKR, BKL, PPKS, ISR da
Pemberdayaan Ekonomi KeluargdUPPKS) |0 0 b e e ey

Dari analisis program/kegiatan di atas, bahwa terdapat 10 program yang
menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, dan terdapat 0 Program vyang tidak
22,

menunjang keberhasilan pencapaian kinerja dan terdapat o kegiatan yang tidak

menunjang. Dari kegiatan yang telah dilaksanakan,22 kegiatan yang

menunjang.

101



C. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk

mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai
berikut :

Tabel Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub %
No - / / / Anggaran REALISASI .
Kegiatan Capaian
1 2
4.326.045.000 3.984 688.130 92.11
5 |PPROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 2 IR & IzEHE 90.00
DAERAH KABUPATERN IKOTA
51,460,000 50,452,800 98.10
Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja 51.460.000 50,482 800 Q‘:} L0 d
Perangkat Daerah
a Peryusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 51.460.000 50,482 800 98.10 i
[Dinas Permberdavaan Perempuan dan Perlindungan Anak
dan Keluarga Berencana)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.326.045.000 3.984.688.130 92 .11
b Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASK 4,326,045,000 3.984,688,130 92 11
A st 3 Haraneg Ak Daorahf packs Porsrskaf £ SLE R [ oo 94.05
Lrreraf
=} FPenatausakhaan Barang Milik Daerakh pada SKFD 5,400,000 5,013,100 9405
Ak st s Limean Forsraskaf fzaoraf FFEIRE PO SR IOE TR 89.63
Penyvediaan Kompornen lnstalasi Listrikd Penerangan 8.173.000 8,172,000 99 99
Bangunan Fantor
Pervediaan Bahan Logistik Kantor 113,240,000 113,604 611 qg5 27
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 45,072,000 46,072,000 100.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 5,400,000 8,400,000 100.00
undangan
Pervediaan Bahardtaterial 46,265,000 45508202 98.36
Peruelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 302,048,000 253,449,362 83.01
F | FPenasdaan Fararid Mk Daoraf FParnceyf arg IEL LB T I AT O 97.95
Lfrersar Fomerintah Daoraf
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Fantor atau 181.460.250 TFY.¥37.050 97.95
Bangunan Lainnwa
& | FPengediaan Jzsa Percryang Hiosan FPemoriniaban U OFE 800 FEE TS BLE 82 .27
Dreralr
Pervediaan Jaza Surat Menyuurat E.360,000 £.101,840 87.67
Penyediaan Jasa Kormunikasi. Sumber Dawa Air dan Listrik 170,057.000 162,902,756 95.80
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78.54

Perwediaan Jasa Pelavatnan Urnurn Kantor 626,075,000 491,703,250

FPemalibaraan Bararmg Mtk Dacrah Poncwf s 1048 727 460 992 572 954 94.71
Liresan Fomerintahan Daerah

Peryediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan 95,576,850 54,026,856 56 53
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Fendaraan Dinaz
Jabatan

Perwvediaan Jasa Perneliharaan, Biava Pemeliharaan, Pajak, 186,277,550 151,605,048 97.01
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

PerneliharaaniRehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 731533.000 F22.307.060 98.74
Lainrma

PermelibaraanPehabilitasi Sarana dan Prazarana Gedung £5.334.000 E5,334,000 100.00
F.attor atau Bangunan Laininua

PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN 515.653.200 490.222.150 95.07
PEMBERDAY AAN PEREMFPUAN

Felemivaadadn Fermaarusufamaan Gemder fFLGF BELLR 200 BT HEA0E g94.04
A £ embianes Fomeriatah Kesenangan

RabmpafonKoliz

e —_ o

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelakzanaan PUG Kewenangan 92640200 87,118,200 94.04 r
Fabupaterft.ota

Fembierdagaan Ferempuan Bidame Politik, Aok, FEOBL 258 P T A T 04.85
Spsiad. dan Ekonomi pads Craaisasi
Remasparakatar Kewenanogan Rabupaterafelz

Sosializasi Peningkatan Partizipasi Perempuan di Bidang 163,310,000 155,453,000 95 19
Palitik, Hukurn, Sosial dan Ekonormi

Advakasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan 138,741,250 131,049,050 94.46
Partizipasi Perernpuan dan Politik, Hukum, Sosial dan
Ekaomnarni

Feamguatan dan Pengembamgan § embags Ferngvedis L7 L 7R TIE 504, 68 96.40
£ aganan Femberdayadn Ferempoan Kewenamngan

Rabupaferyiofa

Adwokasi K.ebijakan dan Pendampingan kepada Lernbaga E6,250,000 £3,898.000 96.45
Ferwedia Lavanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan

Fabupaterft.ota

Pergernbangan Formunikasi, Informasi dan Edukasi [(KIE) 54,711,750 52,706,300 96.34
Fermberdayvaan Perempuan Kewenangan Kabupaterfota

NN K12 Ann a7 ER2 ANN .

P O AL S P R R I LT AR SR A T L R R e
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L |- 1 o

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 100.513.400 97.663.400 97.16
T\ Peringkatan Kualitas Keloaroe dalam Mewegodkan P G EER 00 97.16
Koesotaraan Gender KRG} dan Hak Ansk Fingkaf
flrerah KabepaternKota
Pengernbangan Kegiatan Masvarakat untuk Peningkatan 100,513,400 37 BE3.400 97.16
Fualitaz Keluarga Kewenangan Kabupaterdota
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA 40,052,000 37.278.500 93.08
GENDER DAM ANAK
2 Fengumpdan, Pergelahan Anafisis dan Fersaiian SR G0 FEITESOR 93.08
Ltz Gender dan Anak Dafam Kelembaoaan Dafe of
Fingkaf Peorah KebupatoryR otz
Peryediaan Data Gender dan Anak di Kewsnangan 40,052,000 37,278,500 93.08
F.abupaterdk.ota
PROGRAM PERLINDUNG AN PEREMPUAN 10,200,000 9,505,600 93.19
FPargeatan dan Penaembangan § ombags Pernvedie &I00. 000 LtTe s 93.19
£ apsaranr Perfindiurngan Ferompoan Fiaakat Daoraf
RebupatersRofe
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Pernguatan Jejaring antar Lerbaga Penvedia Lavanan
Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaterdtota

10,200,000

3,505,600

93.19

PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK [PHA]

291,788.500

276.626.404

94.80

FPolembiagaan FHA padz ! embiags Femeriniah,
Monpemerintzh. dan Dorye Lisaha Kewenanosee
Rabupaferdfotz

88 288 50

IR ETE £S5

96.16

Advokasi Kebijakan dan Pendarnpingan Permenuban Hak
Anak pada Lermbaga Fernerintah, Mon Pernerintah, bedia dan
Dunia Uzaha Kewenangan Kabupaterfota

138,288,500

130,676,630

96.16

FPenguatan dan Ferngembangan | embags Fervediz
£ qerzraary Ferinokatan Kuafitas Hidup Anak
Rewenangan Kebopaterfolz

53 500 600

EE LTI

91.92

Pervediaan Lavanan Peningkatan Fualitaz Hidup Anak
Kewenangan Fabupaterdkota

53,500,000

53,745,714

94.09

Pernguatan Jejaring antar Lembaga Penvedia Lavanan
Perningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah
Kabupaterdtota

30,000,000

26,204,000

87.35

PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

622,340,200

544,813,050

87.54
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55 | Femetaar Ferkiraan Pergendalion Perduduk E58 B 200 PR O 3754
Lakepan Daorah KabRota
Permbinaan dan Pengawazan Penyelenggaraan Sistem 57,876,000 35,345,500 62.18
Informasi Keluarga
z Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 262,000,000 282,000,000 100.00
aa Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan 262,524,200 226,863,550 80.30
dan Pelayanan KB
H | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA 5.851.688.400 5.533.476.315 94.56
(KB)
I | Felaksarraar Advekasi, Komorwkasr, Ioformasi dar LETL PR O LS8 BhT 67 a5 76
Edukass fRIET Fengendalian Fenduduk odan KB
Fsesudr Koarifan Boudage f okal
ab | Advokasi Program Bangga Kencana oleh Pokja kepada 243,520,000 240,888,000 96.54
Stakebolder dan Mitra Kerja
ac | Promosi dan KIE Program KKBPEK Melalui Media Massa 125,000,000 113,853,615 05 88
Cetak dan Elektronik =erta bedia Luar Fuang
—_ o . —_ - - et ———— DI AN NNN ————a
ad Pelakzanaan Mekanizrne Operasional Program KEEPR 377,340,000 360,544 000 gg 5§
el alui Fiakorcam, Rakordes, dan Minilak,
ae Fengelolaan Operazional dan Sarana di Balai Penwuluban 459,420,000 438,672,000 95 .48
FKEFE.
| Fendzragunsan Tonaos Fermedol KREFeioeas 1266 006008 LIZE 7S PO 20.90
{ apangan KB (PR KB}
ag Penggerakan kader Institusi Masyvarakat Pedesaan (IMMP) 1.260.000.000 1.132.732.800 29.90
P | Fengendatian dan Pendistribiusian Kebofuhan Al £ ETE EFEL06 EA L 95 96
i bt Kentrasepsi sorfa Pelaksanaan Pafaganan
KRB o Drerafr Kafwipafori ofe
ai Fengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan 85,500,000 £9,843,100 21.69
Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas kesehatan
Termasuk Jaringan dan Jejaringrya
aj Feningkatan Kesertaan Penggunaan Metode 2.843.040,400 2.740,636.200 96.40

Fontrazepsi Jangka Panjang [MEJF)
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ak

Fernbinaan Pelavanan Keluarga Berencana dan Kesehatan
Feproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan

Jejaringrnva

51,338,000

43,048,800

95.54

Femberdapaan oan Ferirakatan Feran serfs
Fraarsasi Kemasparakatan Fingkat Paerah
Rebupaferaiofe oafam Pelaksanaan Pelfapanan oan
Fembvnaan Kesertaan Ber-KE

SO0 530 e?

FELTEE 800

95.19

al

Pelaksanaan dan Pengelolaan Program RKBPK di Karmpung
KB

400,530,000

381,258,800

95.19

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN
KELUARG A SEJAHTERA [K5)

7.841,949.000

7.F77.734.400

99.18

20

Felaksanaan Pembangunan Keluarga melalui
Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

161,851,000

140.446_600

86.78

an

Fengadaan Sarana Kelompok Kegiatan
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga [BRE,
EKR. BEL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan
Ekonomi keluargal IPFES)

130,000,000

109,312,800

34.09

ao

Orientasi dan Pelatihan Tekniz Pengelola Ketahanan dan
F.esejahteraan Feluarga [BEE, BER, BRL, PPPES, FIK-F dan
Permberdaypaan Ekonorni Keluarga UPPRES)

FErT oy

12,651,000

12,250,600

96.84

ap

Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalu Pusat Pelavanan
Feluarga Sejahtera [FPES)

13,200,000

18.883.200

98.35

21

Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta
Orgamisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah
Kabupaterd Kota dalam Pembangunan Keluarga
Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga

7.680,098.000

7.637.287.800

99.44

aq

Pendavagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan
dalam Penggerakan Operazional Pembinaan Frogram
K.etahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKEB, BKR, BEL.
PPPES, PIk-R dan Permberdayvaat Ekaonarni

Keluargal IPPRS)

221,712,000

179,122,050

80.79

ar

Pernantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting
[Termasuk Fernaja, Calon PengantindCalon PUS, |bu Hamil,
Pasca Salindelahiran, BadutaBalita)

3,360.000,000

3,360.,000,000

100.00

A T2 00N nnn

A 0737 N0 nnn
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az

Pendarnpingan Keluarga Beriziko Stunting [ Termasuk
Reraja. Calon Pengantin'Calon PUS, 1bu Hamil, Pasca
Salinf.elahiran, BadutaBalita)

4,032,000,000

4,032,000,000

100.00

at

Pelakzanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi
Iernaszyarakatan dalam Pengelol aan Program Fetahanan dan
kezejahteraan Keluarga (EKE, BKR, BKL, FPFPKS. PIK-R dan
Permberdayaan Ekonomi Keluarga IFPES)

66,386,000

£E.165.750

99.67

JUML AH

22,221,561,.350

21.115,433.874

95.02
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BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan
Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan
pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak dan Keluarga BerencanaKabupaten Grobogan Tahun 2025

Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan

Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik

sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga
BerencanaKabupaten Grobogan Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga BerencanaKabupaten
Grobogan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja
kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan
keberhasilan dan kegagalan.

Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan menetapkan sebanyak?2 tujuan, 5 sasaran
dengan 3 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen
Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan
sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

e Tujuan ( Meningkatkan Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak
serta Kualitas Keluarga ) terdiri dari indikator kinerja PUG dengan capaian kinerja
sebesar 99,8 %.

e Sasaran terdiri dari Meningkatkan kualitas dan Pemberdayaan perempuan indikator
kinerja dengan capaian kinerja sebesar 99,98 %.

e Sasaran Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus anak
terdiri indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 91,7 %

e Tujuan ( Mengendalikan jumlah dan Kualitas penduduk ) terdiri dari indikator

kinerja TFR dengan capaian kinerja sebesar
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e Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keluarga berencana terdiri
indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100,6 %

e Meningkatnya keberdayaan kelompok dalam pembangunan keluarga terdiri dari
indikator kinjerja dengan capaian kinerja sebesar 101,3 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 sasaran tersebut,
secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada
Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam rangka mencapai target kinerja yang
ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 22.221.561.350 sedangkan
realisasi anggaran mencapai Rp. 21.115.433.874, dengan demikian dapat dikatakan
tahun 2025 serapan anggaran sebesar 95,02 % dan nilai efisiensi anggaran sebesar 4
%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan Keluarga BerencanaKabupaten Grobogan ini, diharapkan
dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan
Anak dan Keluarga BerencanaKabupaten Grobogan kepada pihak-pihak terkait baik
sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan

berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Grobogan.

Purwodadi, 24 Februari 2026

embina Utama Muda
NIP. 19680429 199001 2 001
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